


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 dapat
diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Dumai telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No. 53 Tahun 2014 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai selama
tahun 2022 sesuai dengan perencanaan strategis yang telah dirumuskan
sebelumnya.

Data kinerja yang disampaikan diupayakan dapat memberikan informasi
kinerja yang objektif dan dapat mendukung perencanaan pembangunan dimasa
mendatang. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP)
dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, kritikan dan saran demi
perbaikan laporan ini sangat kami harapkan.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai atas partisipasi dan
kerjasama yang baik dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-
IP) ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan berguna sebagai
bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan dalam rangka peningkatan kinerja
Pemerintah Kota Dumai.

Dumai, 31 Januari 2023
-~ Kepala
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NIP. 19680529 198903 2 002
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dibuat dalam rangka
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada
setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang
memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) juga berperan sebagai
alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.
Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-
IP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu
memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan
daerah serta partisipasi masyarakat.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam
melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut maka
disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) yang di dalamnya berisi
konstelasi perencanaan strategi dan implementasinya serta tolok ukur
keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi dan
Misi Organisasi. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj-IP) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan
tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas
kinerja yang utuh dan dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

|
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B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan
pelaksanaan program/ kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang
dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah
untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan
evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun
Anggaran 2022. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan

dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

C. ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Dumai saat ini perlu mendapat perhatian dalam
melaksanakan Visi dan Misi yang ada. Dengan mengetahui permasalahan yang
ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan
tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak permasalahan yang ada.
Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-
langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus
menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Visi dan
Misi Pemerintahan.

Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang telah disepakati
serta hasil evaluasi pencapaian target-target pembangunan ditinjau dari
administrasi pemerintahan yang mengacu pada isu-isu strategis pembangunan
Kota Dumai selama kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Dumai

2. Belum maksimalnya pelaksanaan perencanaan penganggaran responsive
gender (PPRG) di Kota Dumai

3. Belum maksimalnya pelaksanaan data gender dan anak di Kota Dumai

4. Belum optimalnya pelayanan publik karena terbatasnya kemampuan keuangan

daerah
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5. Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil dalam
menjalankan fungsi pelayanan kepemerintahan
6. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis

elektronik dan internet (Electronic Government) belum optimal.

D. STRUKTUR ORGANISASI
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah
Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) yang dijabarkan dengan Peraturan
Walikota Dumai No. 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Dumai bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh
beberapa jajaran struktural. Namun dengan adanya penyederhanaan birokrasi
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 serta dengan terbitnya Keputusan Wali Kota
Dumai Nomor 905 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke
dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan Administrasi
ke dalam Jabatan Fungsional sehingga dalam pelaksanaan sehari-harinya Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dibantu
oleh jajaran structural dan jajaran fungsional seperti di bawah ini :
1. Sekretariat, terdiri dari:

a. Subbagian Tata Usaha

b. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan

Keluarga, terdiri dari:

a. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, terdiri dari:

a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, terdiri dari:

a. Kelompok Jabatan Fungsional
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5. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri dari:
a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak, terdiri dari:
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak vyang
selanjutnya disingkat menjadi UPT PPA memiliki tugas untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi
perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPT PPA bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Fungsi UPT
PPA adalah menyelenggarakan layanan :

a. Pengaduan masyarakat

b. Penjangkauan korban

c. Pengelolaan kasus

d. Penampungan sementara

e. Mediasi dan

f. Pendampingan korban

UPT PPA merupakan UPT generik yang dalam prinsip pembentukannya
berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis.
Kebijakan pembentukan UPT PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi
perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pembentukan UPT PPA. Pembentukan UPT PPA Kota Dumai ditetapkan
berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 20 Juli
2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Dumai didukung dengan sumber daya manusia
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sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang yang diperlihatkan dalam tabel di

bawah ini :

TABEL 1.1 PROPORSI JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN

STATUS

KEPEGAWAIAN

PADA

DINAS

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No Status Jenis Kelamin Jumlah %
Kepegawaian | Laki-laki % Perempuan %

1. | Aparatur Sipil | 1 orang 5,56 32 orang 62,75 |33 orang | 47,83
Negara
(ASN)

2. | Tenaga Kerja | 17 orang | 94,44 19 orang 37,25 | 36 orang | 52,17
Perjanjian
Kontrak
(TKPK)
TOTAL 18 orang | 100,00 | 51 orang 100,00 | 69 orang | 100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

Dari data di atas menunjukkan bahwa proporsi pegawai pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai didominasi oleh

tenaga kerja dengan perjanjian kontrak (TKPK) sebanyak 36 orang dari jumlah

seluruh pegawai yaitu 69 orang atau 52,17%. Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak

(TKPK) terdiri dari tenaga psikolog 1 orang, tenaga pendamping/ penyuluh 12

orang, tenaga administrator 11 orang, tenaga kebersihan 4 orang, tenaga

keamanan 6 orang, dan tenaga supir 2 orang.

Adapun proporsi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat dari

tabel di bawah ini :

- _______________________________________________________________|
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TABEL 1.2 PROPORSIJUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
DAN JENIS KELAMIN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No | Kelompok Umur Jenis Kelamin Jumlah %
Laki-laki % Perempuan %
1. | 20 s/d 30 tahun 7 38,89 15 29,41 22 31,88
2. | 230 s/d 40 tahun 6 33,33 8 15,69 14 20,29
3. | 240 s/d 50 tahun 3 16,67 17 33,33 20 28,99
4. | 250 s/d 65 tahun 2 11,11 11 21,57 13 18,84
TOTAL 18 100,00 51 100,00 69 100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022
terbanyak berada pada kelompok umur antara 20 s/d 30 tahun yaitu sebanyak 22
orang atau 31,88%, dan kelompok umur terkecil berada pada usia = 50 s/d 65
tahun sebanyak 13 orang atau 18,84%. Dari seluruh kelompok umur tersebut
didominasi oleh pegawai perempuan sebanyak 51 orang dari jumlah seluruh
pegawai yang ada yaitu 69 orang atau sebesar 73,91%. Melihat dari data di atas,
dapat disimpulkan bahwa rata-rata pegawai yang ada pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 berada pada
kelompok usia produktif. Hal ini dapat menjadi factor pendukung keberhasilan
dalam pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Dumai.

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun 2022 sebanyak 33 (
tiga puluh tiga ) orang yang dibagi berdasarkan :

1. Tingkat Pendidikan
Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 berdasarkan tingkat
pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
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TABEL 1. 3. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

Tingkat Jumlah Persentase | Keterangan
No Pendidikan (Orang)
1. Strata I 6 Orang 18,18
2. Strata | 24 Orang 72,73
3. Diploma lli 3 Orang 9,09
Jumlah 33 Orang 100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun
2022

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas Aparatur Sipil
Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Dumai Tahun 2022 memiliki pendidikan Strata | sebanyak 24 orang
atau 72,73% dan tingkat pendidikan terendah adalah Diploma Ill sebanyak
3 orang atau 9,09%.

2. Berdasarkan Jabatan

Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan jabatan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun
2022 dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini :

TABEL 1.4. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN

JABATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No Jabatan Jenis Kelamin Jumlah %

Laki-laki | Perempuan

l. Jabatan Struktural 1 Orang 8 Orang 9 Orang 27,27
II. | Jabatan Fungsional | 0 Orang 14 Orang 14 Orang | 42,42
Tertentu (Penyetaraan)
lll. | Jabatan Fungsional | 0 Orang 10 Orang 10 Orang | 30,30
Umum
Total 1 Orang 32 Orang 33 Orang | 100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022
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Data pada tabel 1. 4 menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
Tahun 2022 yang memegang jabatan baik pada jabatan struktural maupun
jabatan fungsional tertentu didominasi oleh kaum perempuan vyaitu
sebanyak 32 orang atau 96,97%.

Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan jabatan struktural pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.5 di bawah ini :

TABEL 1. 5. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN JABATAN
STRUKTURAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No Jabatan Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki | Perempuan
Jabatan Struktural :

a. Esselon Il b 0 1 Orang 1 Orang

b. Esselon lll a 0 1 Orang 1 Orang

c. Esselon lll b 1 Orang 3 Orang 4 Orang

d. Esselon IV a 0 2 Orang 2 Orang

e. Esselon IV b 0 1 Orang 1 Orang
Total 1 Orang 8 Orang 9 Orang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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3. Pangkat dan Golongan
Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Dumai berdasarkan pangkat dan golongan
tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.6 di bawah ini :

TABEL 1. 6. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT PANGKAT DAN
GOLONGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No Jabatan Golongan Jumlah %
Ruang
l. Pembina Tk. | IV/b 3 9,09
Il. Pembina IV/a 5 15,15
[l Penata Tingkat | l/d 15 45,46
V. Penata I/c 4 12,12
V. Penata Muda Tingkat | /b 5 15,15
VI. Penata Muda I/a 1 3,03
JUMLAH 33 Orang 100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun
2022

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
Tahun 2022 terbanyak berada pada pangkat Penata Tingkat | dengan
golongan ruang lll/d sebanyak 15 orang atau 45,46%.

E. DASAR HUKUM
Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]-IP)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun
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2022 dengan memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang
melandasinya yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi
dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daeranh;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2008 Tentang
Perlindungan Anak;

8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran
Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

9. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
di Kota Dumai;

10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun
2021-2026;
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11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022 (Berita
Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 22 Seri E);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 2 Seri A Noreg .48.A/2022);
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BAB I
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategis
merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada
pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai menyadari
sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata
untuk menghadapi persoalan yang ada serta mengantisipasi perubahan yang

terjadi.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun
dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Dumai disusun mengacu pada Visi Pembangunan Kota Dumai yang
hendak diwujudkan pada tahun 2022-2026.

Maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Dumai untuk merealisasikan hal tersebut melalui Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Kebijakan, Program dan Kegiatan yang cukup realistik dengan mengantisipasi
perkembangan masa depan.

1. Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Dumai serta melihat latar belakang dan
mencermati fenomena-fenomena yang ada, mengingat Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai merupakan
bagian integral dari Pemerintah Kota Dumai, maka sepenuhnya Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
mendukung visi dari Pemerintah Kota Dumai yang ingin diwujudkan pada
Tahun 2022 yaitu :
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”"Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan

dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada

Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman) ”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung di dalamnya, yaitu:

1) Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan
dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau
Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk
dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu
pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.

2) Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi
masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh
Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya
sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan
dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah
tentang seni budaya daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Dumai, akan senantiasa menjadi
pendukung Pemerintah Kota Dumai untuk melaksanakan tugas-tugas umum
pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan dalam mewujudkan Misi
Pemerintah Kota Dumai. Hal ini karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Dumai merupakan Perangkat Daerah pelaksana
penanganan kekerasan perempuan dan anak serta perlindungan bagi perempuan
dan anak di Kota Dumai, terutama erat kaitannya dengan Strategi untuk

meningkatkan sumber daya manusia daerah, dengan penekanan pada:

Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat

yang merata dan berkualitas
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2. Misi

Terwujudnya visi sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya
merupakan tantangan yang harus dihadapi. Sebagai bentuk nyata dari visi di atas
maka ditetapkan misi Pemerintah Kota Dumai yang menggambarkan hal yang
seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan
tampak lebih nyata pada misi tersebut.

Lebih jauh, pernyataan misi Pemerintah Kota Dumai memperlihatkan
kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki
kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut,
maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
mendukung misi ke 2 yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati
Diri Melayu.
Misi ini mengandung makna bahwa “peningkatan kualitas sumber
daya manusia merupakan kunci keberhasilan dalam
pembangunan”.

Hal ini disadari karena manusia sebagai objek dan subjek dalam
pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang
produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan
teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan
berdaya saing global. Melalui misi tersebut kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai harus dilaksanakan sejalan
dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program dan kegiatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai setiap

tahunnya.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki.

Untuk mewujudkan kondisi 5 (lima) tahun ke depan sebagai bagian dari

upaya pencapaian Visi dan Misi, konsisten tugas pokok dan fungsi, maka Dinas
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah berhasil

mengidentifikasi tujuan sebagai berikut :

DUKUNGAN MiISI TUJUAN

Dua Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang

Berkualitas dan Berjati Diri Melayu

4. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai
melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif

adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi

pada hasil.

TUJUAN SASARAN
- _________________ ____________________________________________________________________________________|
Terwujudnya kesetaraan Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

dan keadilan gender serta dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan
pemenuhan hak perempuan | serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak

dan anak di Kota Dumai Kekerasan

Sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun sesuai misi Pemerintah Kota
Dumai yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026, yaitu :

“Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan

Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan”

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026, maka
sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun seperti yang tertuang dalam tabel di bawah ini.
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TABEL 2.1 SASARAN STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

Perlindungan
Perempuan dan Anak

dari Tindak Kekerasan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja
Akhir
Periode
RPJMD
Misi 2 : Cakupan perempuan 91 95 95 95 95 95 95
Mewujudkan Sumber | dan anak korban
Daya Manusia yang | kekerasan yang
Berkualitas dan Berjati | mendapat penanganan
Diri Melayu pengaduan oleh petugas
terlatih  didalam  unit
Sasaran strategis: pelayanan terpadu
Meningkatnya sesuai standart)
Pelaksanaan Skor Pencapaian Kota | 650 700 750 | 800 | 850 | 900 900
Pengarusutamaan Layak Anak
Gender dan | Skor Pencapaian | 2512 | 3187 | 3862 | 3870 | 4000 | 4300 4300
Pemberdayaan Anugerah Parahita
Perempuan dalam | Ekapraya (APE)
Pembangunan serta

5. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan harus dipilih

strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarah kepada visi

dan misi. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Dumai mencakup penentuan kebijakan program dan kegiatan.

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan

komprehensif tentang langkah-langkah/ upaya-upaya yang diperlukan untuk

merealisasikan tujuan dan sasaran organsisasi yang telah ditetapkan. Untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi yang telah dijelaskan sebelumnya,

maka disusun strategi untuk pencapaian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
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Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati

Diri Melayu
Strategi
a. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak
Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
b. Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
c. Terwujudnya Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak.
6. Kebijakan

Disamping sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, juga ada kebijakan yang akan
ditempuh dan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan, guna tercapainya
keterpaduan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan serta Visi dan Misi Organisasi.

Rumusan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Dumai berfungsi sebagai instrumen pengelolaan dan
pengaturan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam
mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi dalam Dokumen
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Pemberian pelayanan konseling, mediasi dan pendampingan kepada
Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

2. Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan
perempuan dan anak

3. Mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak
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7. Program untuk Pencapaian Sasaran, Tema Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Sasaran Proritas Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

TABEL 2.2 SASARAN PRIORITAS PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026

No. Sasaran Prioritas Program SKPD Jumlah Program

1. | Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam

Pembangunan serta Perlindungan Perempuan

dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Berdasarkan tabel di atas, sasaran meningkatnya kesetaraan dan keadilan
gender serta pemenuhan hak-hak anak, jumlah program yang mencakup dalam
sasaran tersebut ada 6 yaitu :

1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan yang
terdiri dari :

- Kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga
pemerintah kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan antara
lain :

1) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan
kabupaten/ kota

2) Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk
PPRG

3) Sosialiasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG

- Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan
ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/ kota
dengan sub kegiatan antara lain :

1) Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik,

hukum, sosial dan ekonomi
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2) Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi
perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi
- Kegatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan antara
lain :

1) Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia
layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota

2) Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota

3) Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota

2. Program perlindungan perempuan yang terdiri dari :
- Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah
kabupaten/ kota dengan sub kegiatan antara lain :

1) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup
daerah kabupaten/ kota

2) Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan
perempuan kewenangan kabupaten / kota

- Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban
kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/ kota
dengan sub kegiatan antara lain :

1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota

2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan
rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan
kabupaten/ kota

- Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub
kegiatan antara lain:

1) Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana
prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan

kabupaten / kota
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2) Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan
penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan
kabupaten / kota

3) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan
perempuan kewenangan kabupaten/ kota

3. Program peningkatan kualitas keluarga yang terdiri dari:

- Kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan
gender (kg) dan hak anak tingkat daerah kabupaten / kota dengan sub
kegiatan:

1) Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kg dan
perlindungan anak kewenangan kabupaten/ kota

2) Pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi kie dan
perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/ kota

3) Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas
keluarga kewenangan kabupaten / kota

- Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender
dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten / kota
dengan sub kegiatan:

1) Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah
kabupaten / kota

2) Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten / kota

3) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten / kota

4. Program pengelolaan sistem data gender dan anak yang terdiri dari :

- Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender
dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/ kota
dengan sub kegiatan antara lain :

1) Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/ kota

2) Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam

kelembagaan data di kewenangan kabupaten/ kota
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5. Program pemenuhan hak anak (PHA) yang terdiri dari:

- Kegiatan pelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga
pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/
kota dengan sub kegiatan antara lain :

1) Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha
kewenangan kabupaten/ kota

2) Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak
kewenangan kabupaten / kota

- Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/ kota dengan
sub kegiatan antara lain :

1) Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan
kabupaten/ kota

2) Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan
hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
hidup anak tingkat daerah kabupaten/ kota

3) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/ kota

6. Program perlindungan khusus anak yang terdiri dari:
- Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para
pihak lingkup daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan antara lain :

1) Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
kewenangan kabupaten/ kota

- Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan
khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota
dengan sub kegiatan antara lain :

1) Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota

2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang

memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota
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3)

4)

Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang
memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang

memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota

Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub

kegiatan:

1)

2)

Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumberdaya
lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan
khusus tingkat daerah kabupaten/ kota

Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumberdaya
lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan

khusus tingkat daerah kabupaten/ kota

Berikut rencana kinerja tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 sebagai berikut:

TABEL 2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PADA DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

Target
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun 2022
1 2 3 4 5
Misi 2:
Mewujudkan Sumber Daya Cakupan Perempuan dan Anak o 95
Manusia yang Berkualitas dan Korban Kekerasan yang
Berjati Diri Melayu Mendapat Penanganan
Pengaduan oleh Petugas
Sasaran: Terlatih di dalam Unit Pelayanan
Meningkatnya Pelaksanaan Terpadu Sesuai Standart
Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan Skor Pencapaian Kota Layak skor 700
dalam Pembangunan serta Anak
Perlindungan Perempuan dan
Anak dari Tindak Kekerasan Skor Pencapaian Anugerah skor 3187
Parahita Ekapraya (APE)
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B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses Penyusunan Rencana Kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja
tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk: (1) meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4)
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5)
sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Dumai tahun 2022 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada
akhir tahun 2022. Berikut merupakan gambaran keterkaitan Tujuan, Sasaran,
Indikator Kinerja dan Target Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Dumai tahun 2022 diperlihatkan pada tabel 2.4 di bawah ini:
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TABEL 2.4 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

kabupaten/ kota

Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 Misi 2:
Mewujudkan sumber | Cakupan perempuan dan anak korban 95% Program perlindungan perempuan terdiri dari: 438,133,950,-
daya manusia yang | kekerasan yang mendapat 1. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap 72,100,000,-
berkualitas dan berjati | penanganan pengaduan oleh petugas perempuan lingkup daerah kabupaten/
diri melayu terlatih di dalam unit pelayanan kota dengan sub kegiatan:
terpadu sesuai standart a. Koordinasi dan sinkronisasi 72,100,000.-
Sasaran : pelaksanaan kebijakan, program, dan
Meningkatnya kegiatan pencegahan kekerasan
pelaksanaan terhadap perempuan kewenangan
pengarusutamaan kabupaten/ kota
gender dan 2. Kegiatan penyediaan layanan rujukan 349,044,000,-
pemberdayaan lanjutan bagi perempuan korban
perempuan dalam kekerasan yang memerlukan koordinasi
pembangunan serta kewenangan kabupaten/ kota dengan sub
perlindungan kegiatan:
perempuan dan anak a. Koordinasi dan sinkronisasi 349,044,000,-
dari tindak kekerasan pelaksanaan  penyediaan layanan
rujukan lanjutan bagi perempuan
korban kekerasan kewenangan
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3. Kegiatan penguatan dan pengembangan 16,989,950,-
lembaga penyedia layanan perlindungan
perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota
a. Penguatan jejaring antar lembaga 16,989,950,-

penyedia layanan perlindungan

perempuan kewenangan kabupaten/

kota
Program perlindungan khusus anak terdiri 190,663,500,-
dari:
1. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap 78,350,000,-

anak yang melibatkan para pihak lingkup
daerah kabupaten/ kota dengan sub
kegiatan:
a. Koordinasi dan sinkronisasi
78,350,000,-
pencegahan kekerasan terhadap anak
kewenangan kabupaten/ kota
2.Kegiatan penyediaan layanan bagi anak 10,007,500, -
yang memerlukan perlindungan khusus
yang memerlukan koordinasi tingkat daerah
kabupaten/ kota dengan sub kegatan:

a. Penyediaan layanan pengaduan 10,007,500,-
masyarakat bagi anak yang memerlukan
perlindungan  khusus tingkat daerah
kabupaten/ kota

3.Kegiatan penguatan dan pengembangan 102,306,000,-

lembaga penyedia layanan perlindungan

R ——
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perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota

dengan sub kegiatan:

a. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan 102,306,000,-
kapasitas sumberdaya lembaga penyedia
layanan anak yang memerlukan
perlindungan  khusus tingkat daerah
kabupaten/ kota

Skor Pencapaian Kota Layak Anak 700 Program pemenuhan hak anak (PHA) terdiri dari: 50,999,400,

1. Kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga 10,389,000,-
pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha
kewenangan kabupaten/ kota dengan sub
kegiatan:

a. Advokasi kebijakan dan pendampingan 10,389,000,
pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah,non pemerintah, media dan
dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota

2. Kegiatan penguatan dan pengembangan 40,610,400,-
lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/
kota dengan sub kegiatan:

a. Penyediaan layanan peningkatan kualitas 14,235,400,-
hidup anak kewenangan kabupaten/ kota

b. Pengembangan komunikasi, informasi, dan 9,267,400,-
edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas
hidup anak tingkat daerah kabupaten/ kota.

c. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia 17,107,600,-
layanan peningkatan kualitas hidup anak

tingkat daerah kabupaten/ kota
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Skor Pencapaian Anugerah Parahita 3187 Program  pengarusutamaan  gender  dan 277,799,900,-
Ekapraya (APE) pemberdayaan perempuan terdiri dari:

1. Kegiatan pelembagaan pengarusutamaan 67,267,400,-
gender (PUG) pada lembaga pemerintah
kewenangan kabupaten/ kota dengan sub
kegiatan:

a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 64,223,000,-
PUG kewenangan kabupaten/ kota
b. Advokasi kebijakan dan pendampingan 3,044,400,-
pelaksanaan pug termasuk PPRG

2. Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang 122,426,200,-
politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada
organisasi  kemasyarakatan = kewenangan

kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:

a. Sosialisasi peningkatan partisipasi 122,426,200,-
perempuan di bidang politik, hukum, sosial
dan ekonomi
3. Kegiatan penguatan dan pengembangan 88,106,300.-

lembaga penyedia layanan pemberdayaan

perempuan kewenangan kabupaten/ kota

dengan sub kegiatan:

a. Pengembangan komunikasi, informasi dan 88,106,300.-
edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan

kewenangan kabupaten/ kota

Program pengelolaan sistem data gender dan anak 16,898,800,

terdiri dari:
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1. Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis 16,898,800,-
dan penyajian data gender dan anak dalam
kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/
kota dengan sub kegiatan:

a. Penyediaan data gender dan anak 8,822,400,-
kewenangan kabupaten/ kota

b. Penyajian dan pemanfaatan data gender 8,076,400,-
dan anak dalam kelembagaan data di
kewenangan kabupaten/ kota
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TABEL 2.5 RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022
Target Target
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Satuan
Tw1 | Tw2 | Tw3 | Tw4d | 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Misi 2:
Mewujudkan sumber Cakupan % 95 95 95 95 95
daya manusia yang perempuan dan
berkualitas dan berjati anak korban
diri melayu kekerasan yang
mendapat

Sasaran : penanganan
Meningkatnya pengaduan oleh
pelaksanaan petugas terlatih di
pengarusutamaan dalam unit
gender dan pelayanan terpadu
pemberdayaan sesuai standart
perempuan dalam
pembangunan serta Skor pencapaian Skor 700 700
perlindungan kota layak anak
perempuan dan anak
dari tindak kekerasan Skor pencapaian Skor 3187 | 3187

anugerah parahita
ekapraya (APE)
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TABEL 2.6 EVALUASI BERKALA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

. L Target Target Realisasi Realisasi
No Sasaran Indikator Kinerja 2022 [Tw1 | Twz | Tw3 | Twa 2022 (%)
Tw1 | Tw2 | Tw3 | Twéd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Meningkatnya Cakupan perempuan dan | 95 95 95 95 95 100 100 100 | 100 105,3
pelaksanaan anak korban kekerasan yang
pengarusutamaan | mendapat penanganan
gender dan | pengaduan oleh petugas
pemberdayaan terlatih didalam unit
perempuan dalam | pelayanan terpadu sesuai
pembangunan standart
serta perlindungan
perempuan dan | Skor pencapaian kota layak 700 700 703,5 100,5
anak dari tindak | anak
kekerasan
Skor pencapaian anugerah 3187 3862.5| 121,2
parahita ekapraya (APE)
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TABEL 2.7 ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER SASARAN STRATEGIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

%
Anggaran

Meningkatnya
pelaksanaan
pengarusutamaan
gender dan
pemberdayaan
perempuan dalam
pembangunan
serta perlindungan
dan

tindak

perempuan
anak dari

kekerasan

Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapat
penanganan
pengaduan oleh
petugas terlatih
didalam unit
pelayanan terpadu

sesuai standart

Program perlindungan perempuan

terdri dari:

1. Kegiatan pencegahan kekerasan
terhadap perempuan lingkup

daerah kabupaten/ kota dengan sub

kegiatan:

sinkronisasi

a. Koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan,

program, dan kegiatan

pencegahan kekerasan

terhadap perempuan
kewenangan kabupaten/ kota

2.Kegiatan

penyediaan layanan

rujukan lanjutan bagi perempuan
yang
koordinasi

korban kekerasan
memerlukan
kewenangan  kabupaten/  kota
dengan sub kegiatan:

sinkronisasi

a. Koordinasi dan

pelaksanaan penyediaan
layanan rujukan lanjutan bagi
perempuan korban kekerasan
kewenangan kabupaten/ kota
3. Kegiatan penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia
layanan perlindungan perempuan
tingkat daerah kabupaten/ kota
dengan sub kegiatan:
antar

a.. Penguatan jejaring

lembaga penyedia layanan

perlindungan perempuan

kewenangan kabupaten/ kota

Program perlindungan khusus anak

terdiri dari:

438,133,950,-

72,100,000,-

72,100,000,-

349,044,000,-

349,044,000,-

16,989,950,-

16,989,950,-

190,663,500,-

368,537,950,-

71,140,000,-

71,140,000,-

280,408,000,-

280,408,000,-

16,989,950,-

16,989,950,-

184,199,475,-

84,12

98,67

98,67

80,34

80,34

100

100

96,61
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Skor pencapaian
kota layak anak

1.Kegiatan pencegahan kekerasan
terhadap anak yang melibatkan
daerah

para pihak  lingkup

kabupaten/ kota dengan sub
kegiatan:

a. Koordinasi dan sinkronisasi
pencegahan kekerasan
terhadap anak kewenangan

kabupaten/ kota

2.Kegiatan penyediaan layanan bagi

anak yang memerlukan
perlindungan khusus yang
memerlukan  koordinasi  tingkat

daerah kabupaten/ kota dengan sub
kegiatan:
a. Penyediaan layanan pengaduan

masyarakat bagi anak yang

memerlukan perlindungan
khusus tingkat daerah
kabupaten/ kota

3.Kegiatan penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia
layanan perlindungan perempuan
tingkat daerah kabupaten/ kota
dengan sub kegiatan:

a. Koordinasi dan sinkronisasi
peningkatan kapasitas
sumberdaya lembaga penyedia
layanan anak yang
memerlukan perlindungan

khusus tingkat daerah

kabupaten/ kota

Program pemenuhan hak anak (PHA)

terdiri dari:

1.Kegiatan pelembagaan PHA pada
lembaga pemerintah,

nonpemerintah, dan dunia usaha

kewenangan  kabupaten/  kota

dengan sub kegiatan:

a. Advokasi kebijakan dan

pendampingan pemenuhan

hak anak pada lembaga

pemerintah,nonpemerintah,

78,350,000,-

78,350,000,-

10,007,500,-

10,007,500,-

102,306,000,-

102,306,000,-

50,999,400,-

10,389,000,-

10,389,000,-

76,775,200,-

76,775,200,-

8,207,500,-

8,207,500,-

99,216,775,-

99,216,775,-

49,630,000,-

10,385,800,-

10,385,800,-

97,99

97,99

82,01

82,01

96,98

96,98

97,31

99,97

99,97
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Skor
anugerah parahita
ekapraya (APE)

pencapaian

media dan dunia usaha
kewenangan kabupaten/ kota

2. kegiatan penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas hidup
anak kewenangan kabupaten/ kota
dengan sub kegiatan:

a. Penyediaan layanan

peningkatan kualitas hidup

anak kewenangan kabupaten/

kota
b. Pengembangan komunikasi,
informasi, dan edukasi

pemenuhan hak anak bagi

lembaga penyedia layanan
hidup

anak tingkat daerah kabupaten/

peningkatan kualitas

kota
c. Penguatan jejaring  antar
lembaga penyedia layanan

peningkatan  kualitas hidup
anak tingkat daerah kabupaten/

kota

Program pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan perempuan terdiri
dari:

1.kegiatan pelembagaan
pengarusutamaan gender (PUG)
pada

lembaga pemerintah

kewenangan  kabupaten/  kota
dengan sub kegiatan:
sinkronisasi
PUG
kewenangan kabupaten/ kota
b.  Advokasi

pendampingan

a. Koordinasi dan
pelaksanaan

kebijakan  dan
pelaksanaan
pug termasuk PPRG
2.Kegiatan pemberdayaan
perempuan bidang politik, hukum,
ekonomi

sosial, dan pada

organisasi kemasyarakatan
kewenangan  kabupaten/  kota

dengan sub kegiatan:

40,610,400,-

14,235,400,-

9,267,400,-

17,107,600,-

277,799,900,-

67,267,400,-

64,223,000,-

3,044,400,-

122,426,200,-

39,244,200,-

13,334,000,-

8,917,000,-

16,993,200,-

271,037,500,-

66,661,600,-

64,039,400,-

2,622,200,-

118,023,600,-

96,64

93,67

96,22

99,33

97,57

99,10

99,71

86,13

96,40
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a. Sosialisasi peningkatan

partisipasi perempuan di
bidang politik, hukum, sosial
dan ekonomi

3.Kegiatan penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia

layanan pemberdayaan perempuan

kewenangan  kabupaten/  kota

dengan sub kegiatan:

a. Pengembangan komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE)
pemberdayaan perempuan

kewenangan kabupaten/ kota

Program pengelolaan sistem data

gender dan anak

1.Kegiatan pengumpulan, pengolahan
analisis dan penyajian data gender
dan anak dalam kelembagaan data

di tingkat Daerah kabupaten/ kota

dengan sub kegiatan:

a. Penyediaan data gender dan
anak kewenangan kabupaten/
kota

b. Penyajian dan pemanfaatan
data gender dan anak dalam
kelembagaan data di

kewenangan kabupaten/ kota

122,426,200,-

88,106,300.-

88,106,300.-

16,898,800,-

16,898,800,-

8,822,400,-

8,076,400,-

118,023,600,-

86,352,300,-

86,352,300,-

16,570,900,-

16,570,900,-

8,793,500,-

7,777,400,-

96,40

98,01

98,01

98,06

98,06

99,67

96,30
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Dumai Tahun 2022 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis adalah

sebagai berikut :

TABEL 3.1 TABEL INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS BESERTA TARGET DAN
REALISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022
Target | Realisasi
No |Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun Tahun %
2022 2022
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya Cakupan perempuan dan % 95 100 105,3
pelaksanaan anak korban kekerasan
pengarusutamaan | yang mendapat
gender dan | penanganan pengaduan
pemberdayaan oleh petugas terlatih di
perempuan dalam | dalam unit pelayanan
pembangunan terpadu sesuai standart
serta perlindungan
perempuan dan | Skor pencapaian kota Skor 700 703.5 100,5
anak dari tindak | layak anak
kekerasan
Skor pencapaian Skor 3187 3862.5 |121,2
anugerah parahita
ekapraya (APE)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian semua indicator kinerja

sasaran strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Dumai Tahun 2022 sudah mencapai bahkan melebihi dari target yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan atau dengan kata lain kinerja yang

dihasilkan termasuk dalam kategori sangat baik.
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Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Dumai Tahun 2022 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

TABEL 3.2 TABEL PENGUKURAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN

Tahun 2022 Target Capaian s/d
Capaian Realisasi | Realisasi Akhir | 2022 Terhadap
No Indikator Target Renstra Renstra 2026
2021 % %
(2026) (%)
1 | Cakupan perempuan dan 91 95 100 105,3 95 105,3
anak korban kekerasan yang
mendapat penanganan
pengaduan oleh petugas
terlath  di  dalam  unit
pelayanan terpadu sesuai
standart
2 | Skor pencapaian kota layak 650 700 703.5 100,5 900 78,2
anak
3 | Skor pencapaian anugerah 2515 3187 3862.5 121,2 4300 89,8
parahita ekapraya (APE)

berikut :

A.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Dari tabel pengukuran kinerja SKPD tahun 2022 di atas dapat dijelaskan sebagai

a. Indikator Kinerja Sasaran : Cakupan perempuan dan anak korban kekerasaan

yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit

pelayanan terpadu sesuai standar.
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Dari laporan yang tercatat pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Dumai tahun 2022, terdapat 21 korban
kekerasan pada perempuan dan 114 adalan korban kekerasan pada anak,
sehingga total keseluruhan korban kekerasan pada perempuan dan anak
sebanyak 135 korban. Keseluruhan korban di atas telah mendapat
penanganan pengaduan sesuai standar atau sebesar 100% dari 95% target
yang ditetapkan pada tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa capaian
kinerja untuk indikator tersebut sangat baik.
b. Indikator Kinerja Sasaran : Skor pencapaian kota layak anak
Pada tahun 2022 penilaian kota layak anak untuk Kota Dumai telah
memperoleh skor 703.5 dari target skor 700 atau sebesar 100,5%. Hal ini
menggambarkan bahwa capaian kinerja untuk indikator tersebut termasuk
dalam kategori sangat baik.
c. Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Target pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Dumai pada
tahun 2022 dengan skor 3187. Pada Tahun 2000 Kota Dumai telah mendapat
penghargaan APE dengan predikat Utama dengan skor 3862.5. Tahun 2021
dan 2022 pelaksanaan penilaian APE tidak dilaksanakan sehingga skor
pencapaian APE Kota Dumai masih berada pada skor 3862.5 atau sebesar
121,2% dari skor yang sudah ditargetkan pada tahun 2022 yaitu 3187. Hal ini
menggambarkan bahwa capaian kinerja untuk indikator tersebut sudah
melebihi target yang diharapkan dengan kata lain bahwa indicator tersebut

termasuk dalam kategori sangat baik.

A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2022)

dengan tahun lalu (2021)

a. Indikator Kinerja Sasaran: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasaan
yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit
pelayanan terpadu sesuai standar.

Pada tahun 2021 cakupan perempuan dan anak korban kekerasaan yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit
pelayanan terpadu sesuai standar sebesar 94,7% dari target 91% yang telah
ditetapkan tahun 2021, dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi

100%, dimana jumlah korban kekerasan perempuan di Kota Dumai pada
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tahun 2022 tercatat sebanyak 21 orang dan korban kekerasan pada anak
sebanyak 114 orang. Dengan demikian total korban kekerasan pada
perempuan dan anak pada tahun 2022 sebanyak 135 orang dan jumlah
korban yang telah mendapat penanganan pengaduan sesuai standar
sebanyak 135 orang atau 100%. Hal ini bermakna bahwa cakupan perempuan
dan anak korban kekerasaan yang mendapatkan penanganan pengaduan
oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar di Kota
Dumai pada tahun 2022 telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 95%.
Jika dibandingkan dengan target tahun lalu maka capaian Kota Dumai Tahun
2022 untuk indicator tersebut sebesar 109.9%. Berikut disajikan data cakupan
perempuan dan anak korban kekerasaan yang mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai
standar periode Tahun 2018 s/d Tahun 2022 seperti yang terdapat pada
gambar di bawah ini.
GAMBAR 3.1 CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAAN YANG MENDAPATKAN
PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS
TERLATIH DI DALAM UNIT PELAYANAN TERPADU
SESUAI STANDAR DI KOTA DUMAI PERIODE
TAHUN 2018 S/D 2022

120.00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
Tahun 2022

Dari grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan selama 5 tahun berturut-
turut terhadap capaian indikator cakupan perempuan dan anak korban

kekerasaan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih
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di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar. Hal ini menggambarkan
tentang kualitas pelayanan terhadap penanganan atau tindak lanjut kasus
kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Dumai dimana semua kasus
kekerasan yang dilaporkan ke UPT PPA Kota Dumai telah ditindaklanjuti atau
telah mendapat penanganan sesuai standar.
b. Indikator Kinerja Sasaran : Skor pencapaian kota layak anak
Pada tahun 2021 skor pencapaian kota layak anak untuk Kota Dumai sebesar
695,14 dari target 650 dan pada tahun 2022 Kota Dumai telah mendapat skor
703,5 dari skor 700 yang ditargetkan pada tahun 2022 atau sebesar 100,5%
dengan kata lain telah melebhi target yang ditetapkan pada tahun 2022. Jika
dibandingkan dengan target tahun lalu maka capaian Kota Dumai tahun 2022
sebesar 108,2%. Berikut disajikan realisasi skor pencapaian kota layak anak

periode 2018 s/d 2022 pada gambar di bawah ini:

GAMBAR 3.2 SKOR PENCAPAIAN KOTA LAYAK ANAK KOTA
DUMAI PERIODE TAHUN 2018 sd 2022

695.14 695.14 695.14

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun
2022

Dari grafik di atas terlihat bahwa selama 4 tahun berturut-turut Kota Dumai
telah berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak dengan skor
695,14 atau dengan predikat Madya, dan meningkat skor yang diraih pada
tahun 2022 menjadi 703,5 dengan predikat Nindya. Pencapaian indicator
tersebut telah melebihi dari target yang ditentukan pada tahun ini dengan skor
700 atau capaian sebesar 100,5% (melebihi target). Adapun penilaian Kota

Layak Anak terbagi atas 4 predikat yaitu (1) Pratama dengan range skor 500-
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600, (2) Madya dengan range skor 600-700, (3) Nindya dengan range skor
700-800 dan (4) Utama dengan range skor 800-900, serta Kota Layak Anak
dengan range skor 900-1000.
c. Indikator Kinerja Sasaran : Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya
(APE)
Target pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Dumai pada
tahun 2022 dengan skor 3187. Pada Tahun 2000 Kota Dumai telah mendapat
penghargaan APE dengan predikat Utama dengan skor 3862.5. Tahun 2021
dan 2022 pelaksanaan penilaian APE tidak dilaksanakan sehingga skor
pencapaian APE Kota Dumai Tahun 2021 masih berada pada skor 3862.5 dari
skor 2512 yang ditargetkan pada Tahun 2021. Untuk Tahun 2022 penilaian
Anugerah Parahita Ekapraya juga belum terlaksana sehingga capaian untuk
Kota Dumai masih tetap pada skor 3862.5 dari skor 3187 yang ditargetkan
pada Tahun 2022 atau capaian sebesar 121.2%. Hal ini menggambarkan
bahwa capaian kinerja untuk indikator tersebut sudah melebihi target yang
diharapkan dengan kata lain bahwa indikator tersebut termasuk dalam
kategori sangat baik. Dan jika dibandingkan dengan target tahun lalu maka
realisasi capaian Kota Dumai Tahun 2022 untuk indikator ini sebesar 153,8%.
Berikut disajikan data realisasi skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya
(APE) Kota Dumai periode Tahun 2020 s/d 2022 seperti tampak pada gambar
di bawah ini:
GAMBAR 3.3 SKOR PENCAPAIAN ANUGERAH PARAHTA
EKAPRAYA (APE) KOTA DUMAI PERIODE TAHUN
2020 sd 2022

3862.5 3862.5
3862.5
W Tahun 2020 @ Tahun 2021 B Tahun 2022

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun
2022
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A3.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2022) dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi;

d.

Indikator Kinerja Sasaran : Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam
unit pelayanan terpadu sesuai standar

Realisasi kinerja untuk indicator sasaran tersebut adalah 100% dari target
yang ditetapkan yaitu 95% atau sebesar 105,3% (telah melebihi target) jika
dibandingkan dengan target jangka menengah yang berarti capaian indicator
tersebut termasuk dalam kategori sangat baik.

Indikator Kinerja Sasaran : Skor pencapaian kota layak anak

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka realisasi kinerja
pencapaian kota layak anak tahun 2022 memperoleh skor 703,5 dari target
yang ditetapkan yaitu 700 atau sebesar 100,5%. Dengan demikian capaian
indicator ini sudah melebihi target.

Indikator Kinerja Sasaran : Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya
(APE)

Target pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Dumai pada
tahun 2022 dengan skor 3187, dan realisasi capaian Kota Dumai telah
mendapat penghargaan APE dengan predikat Utama dengan skor 3862.5

atau sebesar 121,2% (telah melebihi target).

A.4. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan

kinerja atau permasalahan dan alternatif solusi yang telah dilakukan

1.

Meningkatnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit
pelayanan terpadu sesuai standart

Keberhasilan indikator kinerja tersebut didukung oleh terlaksananya
program :
1) Program perlindungan perempuan yang terdiri dari:

a. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah
kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan

kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup
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daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah
dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
kewenangan kabupaten/ kota dengan target 3 dokumen dan
terealisasi 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi
kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada 7 Kecamatan,
rapat koordinasi kegiatan penyusunan rencana aksi kekerasan
terhadap perempuan dan anak, rapat koordinasi pencegahan
kekerasan perempuan dan anak, serta kegiatan evaluasi program
peduli perempuan dan anak (DULREMPAK).

b. Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban
kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/ kota..
dengan target 40 layanan dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan
rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan
kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah layanan
tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan
sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan
kabupaten/ kota dengan target 40 layanan dan terealisasi 100 %.

c. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota yang terdiri dari
beberapa sub kegiatan antara lain:

- Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan
perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran
yaitu terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia
layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas perlindungan
perempuan dan satuan tugas tindak pidana perdagangan orang
dengan target 7 kecamatan dan terealisasi 100 %, dan
terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia
layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas tindak pidana
perdagangan orang dengan target 7 kecamatan dan terealisasi 100
%. Adapun kegiatan yang sudah dlakukan berupa pembinaan

PKDRT di 4 kecamatan, serta pembinaan satgas TPPO.
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2) Program perlindungan khusus anak terdiri dari:

a. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para
pihak lingkup daerah kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:

- Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah
dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan
terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota dengan target 3
dokumen dan terealisasi 100 %. Tahun 2022 telah dilaksanakan
kegiatan kampanye perlindungan perempuan dan anak serta
kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan
dan anak di 7 Kecamatan.

b. Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan
khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota
yang terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota
dengan indikator keluaran yaitu jumlah pengaduan masyarakat bagi
anak yang memerlukan perlindungan khsusus dengan target 21
kasus dan terealisasi 100 %.

c. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah
kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:

- Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya
lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan
khusus tingkat daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran
yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi peningkatan kapasitas
sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan
perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota dengan target 5
dokumen dan terealisasi 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan
antara lain berupa pelatihan manajemen kasus, pelatihan
pencatatan pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak
melalui simphoni, pelatihan penerapan kode etik perlindungan dari

kekerasan dan exploitasi seksual.
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2. Meningkatnya skor pencapaian kota layak anak
Keberhasilan indikator kinerja tersebut didukung oleh terlaksananya
program :
1) Program pemenuhan hak anak terdiri dari:

a. Kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non
pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota yang terdiri
dari sub kegiatan:

- Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan
kabupaten/kota dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya
penguatan informasi layak anak (ILA) dengan target 25 orang dan
terealisasi 100 %, dan terselenggaranya lembaga yang ramah anak
dengan target 20 lembaga dan terealisasi 100 %. Kegiatan yang
dilaksanakan berupa pembinaan ke puskesmas ramah anak dan
sekolah ramah anak.

b. Kegiatan penguatan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan
kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan
- Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan

kabupaten/kota dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya
pelayanan pusat pembelajaran keluarga dengan target 15 kali dan
terealisasi 100 %, dan terselenggaranya peningkatan kualitas hidup
anak melalui forum anak dengan target 18 forum anak dan terealisasi
100 %.

- Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak
anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup
anak tingkat daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu
terselenggaranya replikasi dan pembinaan PATBM dengan target 40
orang dan terealisasi 100%

- Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/ kota dengan indicator
keluaran yaitu terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas kota
layak anak dengan target 65 orang dan terealisasi 100%, dan
terselenggaranya rapat pencapaian implementasi kecamatan layak

anak dengan target 7 kecamatan dan terealisasi 100%
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3. Meningkatnya skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Keberhasilan indikator kinerja tersebut didukung oleh terlaksananya

program :
1) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan terdiri
dari:

a. Kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga
pemerintah kewenangan kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan

kabupaten/ kota dengan indicator keluaran yaitu terlaksananya
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan
kabupaten/ kota dengan target 12 bulan dan terealisasi 100%

- Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk
PPRG dengan indicator keluaran yaitu persentase pendampingan
pelaksanaan PUG termasuk PPRG diseluruh perangkat daerah
dengan target 100%, serta terlaksananya pendampingan PUG
termasuk PPRG tingkat kelurahan dengan target 7 kelurahan dan
terealisasi 100%

b. Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan
ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/
kota yang terdiri dari sub kegiatan:

- Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik,
hukum, sosial, dan ekonomi dengan indicator keluaran vyaitu
terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan
dibidang politik dan ekonomi dengan target 7 kecamatan dan
terealisasi 100%.

c. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota yang terdiri
dari sub kegiatan:

- Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)
pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan
indicator keluaran yaitu terlaksananya pengembangan komunikasi,
informasi, dan edukasi (KIE) dalam meningkatkan kapasitas sumber

daya manusia dengan target 2 kegiatan dan terealisasi 100%.
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2) Program pengelolaan sistem data gender dan anak terdiri dari:

a. Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender
dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/ kota
yang terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/ kota
dengan indicator keluaran yaitu tersedianya data informasi anak di
kota dumai dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%

- Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam
kelembagaan data di kewenangan kabupaten/ kota dengan indicator
keluaran yaitu tersedianya media informasi gender dan anak dengan
target 1 jenis media, tersusunnya profil anak dalam kelembagaan
data di kota dumai dengan target 1 dokumen, serta tersusunnya profil
gender dalam kelembagaan data di Kota Dumai dengan target 1

dokumen dan terealisasi 100%.

A.5 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program ini pada tahun

2022 sebesar Rp. 5,857,789,681,- dan terealisasi sebesar Rp.
5.611.923.851,-. terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
1) Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat
daerah. anggaran yang tersedia sebesar Rp. 52,721,851,- dan terealisasi
sebesar Rp 51.209.846,- atau 97,13 % dengan indikator keluaran yaitu
jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja
perangkat daerah dengan target kinerja 11 dokumen dan terealisasi 100 %,
dengan sub kegiatan :

a. Penyusunan dokumen perencanan perangkat daerah. Anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 19,509,124,- dan terealisasi sebesar Rp
18,398,200,- atau 94,31 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah
dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) dengan

target 2 dokumen dan terealisasi 100 %.
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b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD. Anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 4,639,739,- dan terealisasi sebesar Rp. 4,384,000,-
atau 94,49 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen RKA-
SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100 %.

c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD. Anggaran
yang tersedia sebesar Rp. 2,801,539,- dan terealisasi sebesar Rp.
2,800,000,- atau 99,95 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah
dokumen perubahan RKA-SKPD dengan target 1 dokumen dan
terealisasi 100 %.

d. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD. Anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 2,029,608,- dan terealisasi sebesar Rp. 2,018,000,- atau
99,43 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD
dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100 %

e. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD. Anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 1,202,394,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,181,646,-
atau 98,27 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen
perubahan DPA-SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100 %.

f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15,213,947,- dan
terealisasi sebesar Rp. 15,141,000,- atau 99,52 % dengan indikator
keluaran yaitu jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKj-IP) dengan target 2 dokumen dan
terealisasi 100 %.

g. Evaluasi kinerja perangkat daerah. anggaran yang tersedia sebesar Rp.
7,325,500,- dan terealisasi sebesar Rp. 7,287,000,- atau 99,47 %
dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen perjanjian kinerja,
rencana kinerja tahunan, dan rencana aksi dengan target 3 dokumen dan
terealisasi 100 %.

2) Kegiataan administrasi keuangan perangkat daerah. Anggaran yang

tersedia  sebesar Rp. 4,455,770,222,- dan terealisasi sebesar Rp.

4,261,651,701,- atau 95,64 % dengan indikator keluaran yaitu persentase
administrasi keuangan perangkat daerah dengan target kinerja 100 % dan

terealisasi 100%, dengan sub kegiatan:
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a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 4,445,616,222,- dan terealisasi sebesar Rp. 4,251,510,701,- atau
95,63% dengan indikator keluaran yaitu tersedianya gaji dan tunjangan
ASN dengan target 14 bulan dan terealisasi 100 %.

b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10,154,000,- dan terealisasi
sebesar Rp.10,141,000,- atau 99,87 % dengan indikator keluaran yaitu
jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun dengan target 2 dokumen
dan terealisasi 100 %.

3) Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8,444,000,-dan terealisasi sebesar Rp

8,444,000,- atau 100% dengan indikator keluaran vyaitu persentase

pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

dengan target kinerja 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan sub
kegiatan :

a. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD. Anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 8,444,000,- dan terealisasi sebesar Rp 8,444,000,-
atau 100 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen laporan
inventarisasi aset dengan target 2 dokumen dan terealisasi 100 %.

4) Kegiatan adminstrasi umum perangkat daerah. Anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 414,215,608,- dan terealisasi sebesar Rp. 407,248,131,- atau

98,32 % dengan indikator keluaran yaitu persentase administrasi umum

perangkat daerah dengan target kinerja 100 % dan terealisasi 98,32 % sub

kegiatan :

a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6,591,200,- dan terealisasi sebesar
Rp. 6,591,200,- atau 100 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah
penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor dengan target 12 bulan
dan terealisasi 100 %.

b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 90,985,550,- dan terealisasi sebesar Rp. 90,971,500,- atau
99,98 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah penyediaan kebutuhan

alat tulis kantor dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.
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c. Penyediaan peralatan rumah tangga. Anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 11,076,200,- dan terealisasi sebesar Rp. 11,076,200,- atau 100 %
dengan indikator keluaran jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan
kantor dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.

d. Penyediaan bahan logistik kantor. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.
20,441,900,- dan terealisasi sebesar Rp. 20,327,300,- atau 99,44 %
dengan indikator keluaran yaitu jumlah penyediaan kebutuhan makanan
dan minuman tamu, rapat serta kegiatan dengan target 12 bulan dan
terealisasi 100 %.

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 53,747,388,- dan terealisasi sebesar Rp. 47,005,500,- atau
87,46 % dengan indikator keluaran jumlah penyediaan kebutuhan barang
cetak dan penggandaan dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.

f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7,728,000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 7,728,000,- atau 100 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah
penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.

g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 223,645,370,- dan terealisasi sebesar Rp.
223,548,431,- atau 99,96 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah
kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target 12
bulan dan terealisasi 100 %.

5) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 819,468,000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 776,257,173,- atau 94,73 % dengan indikator keluaran yaitu tersedianya

penyediaan jasa umum perangkat daerah dengan target 12 bulan dan

terealisasi 100 % dengan sub kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.
198,900,- dan terealisasi sebesar Rp. 170,000,- atau 85,47 % dengan
indikator keluaran yaitu jumlah kebutuhan jasa surat menyurat dengan

target 12 bulan dan realisasi 100 %. .
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b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 122,669,100,- dan terealisasi sebesar Rp.
79,487,173,- atau 64,80 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah
pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik dengan target
12 bulan dan terealisasi 100 %.

c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 696,600,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 696,600,000,-
atau 100 % dengan indikator keluaran vyaitu jumlah penyedaan
kebutuhan jasa kebersihan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa
keamanan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi
perkantoran, jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir, jumlah
penyediaan kebutuhan jasa psikolog, jumlah penyediaan jasa petugas
pendamping/ penyuluh, dan jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga
operator computer, serta tersedianya jasa administrasi keuangan dengan
target 12 bulan dan terealisasi 100 %.

6) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan

pemerintahan daerah. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 107,170,000,-

dan terealisasi sebesar Rp. 107,113,000,- atau 99,95 % dengan indikator

keluaran yaitu terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan
pemerintah daerah dengan target 12 bulan dengan sub kegiatan :

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak
kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Anggaran
yang tersedia sebesar Rp. 82,090,000,- dan terealisasi sebesar Rp.
82,085,625 atau 99,99 % dengan indikator keluaran vyaitu jumlah
kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/ berkala dan
kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan dengan target 12
bulan dan terealisasi 100 %.

b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan
perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. Anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 13,340,000,- dan terealisasi sebesar Rp.
13,287,375, atau 99,61 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah
kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara secara rutin/ berkala dan
kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional dan lapangan

dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.
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c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 5,030,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5,030,000,- atau
100 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah peralatan dan mesin
lainnya gedung kantor yang dipelihara dengan target 12 bulan dan
terealisasi 100 %.

d. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung
kantor atau bangunan lainnya. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.
6,710,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6,710,000,- atau 100 % dengan
indikator keluaran yaitu jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung
kantor yang dipelihara/ direhab secara rutin/ berkala dengan target 10

unit dan terealisasi 100 %.

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program ini pada tahun

2022 sebesar Rp. 277,799,900,- dan terealisasi sebesar Rp. 271,037,500,-

atau 97,57 % dengan indikator program yaitu meningkatnya persentase ARG

di Kota Dumai dengan target 10 % yang terdiri dari beberapa kegiatan antara

lain:

1) Kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga

pemerintah kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 67,267,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 66,661,600,- atau 99,10 %

dengan indikator keluaran persentase pelembagaan pengarusutamaan

gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota
dengan target 100 % dan sub kegiatan:

a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/
kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 64,223,000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 64,039,400,- atau 99,71 % dengan indikator keluaran yaitu
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG
kewenangan kabupaten/ kota dengan target 12 bulan dan terealisasi 100
%.

b. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk
PPRG. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3,044,400,- dan terealisasi
sebesar Rp. 2,622,200,- atau 86,13 % dengan indikator yaitu

terlaksananya persentase pendampingan pelaksanaan PUG termasuk
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PPRG di seluruh perangkat daerah dengan target 100%, serta
terlaksananya pendampingan PUG termasuk PPRG tingkat kelurahan
dengan target 7 kelurahan dan terealisasi 100 %.

2) Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan

ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/ kota.

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 122,426,200,- dan terealisasi sebesar

Rp. 118,023,600,- atau 96,40 % dengan target keluaran yaitu terlaksananya

pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada

organisasi kemasyarakatan dengan target 7 kecamatan dengan sub
kegiatan

a. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum,
sosial dan ekonomi. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 122,426,200,-
dan terealisasi sebesar Rp. 118,023,600,- atau 96,40 % dengan indikator
keluaran vyaitu terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi
perempuan di bidang politik dan ekonomi dengan target 7 kecamatan dan
terealisasi 100 %.

3) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang

tersedia sebesar Rp. 88,106,300,- dan terealisasi sebesar Rp. 86,352,300,-

atau 98,01 % dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan

(kegiatan) dengan target 2 kegiatan dengan sub kegiatan :

a. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan
perempuan kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 88,106,300,- dan terealisasi sebesar Rp. 86,352,300,- atau
98,01 % dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya pengembangan
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam meningkatkan kapasitas

SDM dengan target 2 kegiatan dan terealisasi 100 %.

3. Program Perlindungan Perempuan
Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program ini pada tahun
2022 sebesar Rp. 438,133,950,- dan terealisasi sebesar Rp. 368,537,950,-

atau 84,12 % dengan indikator program yaitu meningkatnya perlindungan
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bagi perempuan dengan target 20 % yang terdiri dari beberapa kegiatan

antara lain:

1) Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah

kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp 72,100,000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 71,140,000,- atau 98,67 % dengan indikator keluaran
yaitu terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan
target 7 kecamatan dan sub kegiatan :

a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah
kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia yaitu Rp. 72,100,000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 71,140,000,- atau 98,67 % dengan indikator
keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan
terhadap perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan target 3
dokumen dan terealisasi 100 %.

2) Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban

kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/ kota..

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 349,044,000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 280,408,000,- atau 80,34 % dengan indikator keluaran yaitu tersedianya

layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang

memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/ kota dengan target 40

layanan dan sub kegiatan :

a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan
lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/
kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 349,044,000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 280,408,000,- atau 80,34 % dengan indikator keluaran yaitu
jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi
dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan
kabupaten/ kota dengan target 40 layanan dan terealisasi 100 %.

3) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota. Anggaran yang

tersedia sebesar Rp. 16,989,950,- dan terealisasi sebesar Rp. 16,989,950,-

atau 100 % dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya penguatan dan
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pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan

dengan target 12 bulan dan sub kegiatan :

a. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan
perempuan kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 16,989,950,- dan terealisasi sebesar Rp. 16,989,950,- atau
100 % dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya penguatan
jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan
melalui satuan tugas perlindungan perempuan dan satuan tugas tindak
pidana perdagangan orang, serta terselenggaranya penguatan jejaring
antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui
satuan tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan target 7

kecamatan dan terealisasi 100 %.

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2022 telah dianggarkan
sebesar Rp. 16,898,800,- dan terealisasi sebesar Rp. 16,570,900,- atau

98,06 % dengan indikator program yaitu meningkatnya pemanfaatan data

terpilah gender dan anak dengan target 30 % yang terdiri dari beberapa

kegiatan antara lain:

1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender

dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/ kota.

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 16,898,800,- dan terealisasi sebesar

Rp. 16,570,900,- atau 98,06 % dengan indikator keluaran vyaitu

terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data

terpilah gender dan anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai dengan
target 2 dokumen dan sub kegiatan :

a. Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/ kota.
Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8,822,400,- dan terealisasi sebesar
Rp. 8,793,500,- atau 99,67 % dengan indikator keluaran yaitu
tersedianya data dan irfomasi anak di kota Dumai dengan target 1
Dokumen dan tersedianya data gender di Kota Dumai dengan target 1

Dokumen dan terealisasi 100 %.
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b. Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan
data di kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 8,076,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 7,777,400,- atau 96,30 %
dengan indikator keluaran yaitu tersedianya media informasi gender dan
anak dengan target 1 jenis media, tersusunnya profil anak dalam
kelembagaan data di kota Dumai dengan target 1 dokumen, serta
tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di Kota Dumai

dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100 %.

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Untuk pelaksanaan program ini,pada tahun 2022 telah dianggarkan
sebesar Rp. 50,999,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 49,630,000,- atau
97,31 % dengan indikator program yaitu meningkatnya capaian skor kota
layak anak (> 700) yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:

1) Kegiatan pelembagaan pha pada lembaga pemerintah, non pemerintah,

dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 10,389,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10,385,800,- atau

99,97 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah lembaga pemerintah, non

pemerintah, dan dunia usaha yang berperan dalam pemenuhan hak anak

(lembaga pemerintah,/ non pemerintah/ dunia usaha) dengan target 20

lembaga, dengan sub kegiatan :

a Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan
kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10,389,000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 10,385,800,- atau 99,97 % dengan indikator
keluaran yaitu terselenggaranya penguatan Informasi Layak Anak (ILA)
dengan target 25 orang dan terealisasi 100%, serta terselenggaranya
lembaga yang ramah anak dengan target 20 lembaga dan terealisasi 100
%.

2) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran

yang tersedia sebesar Rp. 40,610,400,- dan terealisasi sebesar Rp.

39,244,200,- atau 96,64 % dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya
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penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan

kualitas hidup anak dengan target 18 Forum Anak dengan sub kegiatan :

a. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan
kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 14,235,400,- dan
terealisasi sebesar Rp. 13,334,000,- atau 93,67 % dengan indikator
keluaran vyaitu terselenggaranya pelayanan pusat pembelajaran
keluarga, dan terselenggaranya peningkatan kualitas hidup anak melalui
forum anak dengan target 18 forum anak dan terealisasi 100 %.

b. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak
anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
tingkat daerah kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.
9,267,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 8,917,000,- atau 96,22 % dengan
indikator keluaran yaitu terselenggaranya bimtek konvensi hak anak,
terselenggaranya  replikasi  dan pembinaan PATBM, dan
terselenggaranya sosialisasi parenting edukasi dengan target 40 orang
dan terealisasi 100 %..

c. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/ kota. Anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 17,107,600,- dan terealisasi sebesar Rp.
16,993,200 atau 99,33 % dengan indikator keluaran yaitu
terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas kota layak anak dengan
target 65 orang, dan terselenggaranya rapat pencapaian implementasi

kecamatan layak anak dengan target 7 kecamatan dan terealisasi 100 %.

6. Program Perlindungan Khusus Anak

Untuk pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2022 telah dianggarkan
sebesar Rp. 190,663,500,- dan terealisasi sebesar Rp. 184,199,475,- atau
96,61 % dengan indikator program yaitu meningkatnya perlindungan khusus
anak dengan target 40%. yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
1) Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para
pihak lingkup daerah kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.
78,350,000,- dan terealisasi sebesar Rp.76,775,200 atau 97,99 % dengan

indikator keluaran adalah jumlah dokumen hasil kegiatan pencegahan
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kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah

kabupaten/ kota dengan target 3 dokumen dengan sub kegiatan :

a Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.
78,350,000,- dan terealisasi sebesar Rp.76,775,200 atau 97,99 %
dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan
sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan
kabupaten/ kota dengan target 3 dokumen dan terealisasi 100 %.

2) Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan

khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota.

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10,007,500,- dan terealisasi sebesar

Rp. 8,207,500,- atau 82,01 % dengan indikator keluaran yaitu tersedianya

layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan target 12

bulan dengan sub kegiatan

a. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota.
Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10,007,500,- dan terealisasi
sebesar Rp. 8,207,500,- atau 82,01 % dengan indikator keluaran yaitu
jumlah pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus dengan target 21 kasus dan terealisasi 100 %.

3) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/
kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 102,306,000,- dan terealisasi
sebesar Rp.99,216,775,- atau 96,98 % dengan indikator keluaran yaitu
terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan target 12 bulan
dengan sub kegiatan

a. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya
lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus
tingkat daerah kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.
102,306,000,-,- dan terealisasi sebesar Rp. 99,216,775,- atau 96,98 %
dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan

sinkronisasi peningkatan kualitas sumber daya lembaga penyedia
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layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan

kabupaten/ kota dengan target 5 dokumen dan terealisasi 100 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Dari hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2022 terhadap
program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran
strategis sebesar Rp. 6,501,899,676.- dari jumlah anggaran Rp. 6.832.285.231,- atau
sebesar 95,16 % dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Perjanjian
Kinerja Tahun 2022. Gambaran realisasi kinerja dan anggaran Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 disajikan dalam tabel
3.3 di bawah ini :

- e ___________________________________________________________]
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TABEL 3.3 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

TAHUN ANGGARAN 2022

Kinerja Keuangan
NO Sasaran Indikator Sasaran | Satuan % Program Realisasi %
Target | Realisasi o Pagu (Rp) o
Realisasi (Rp) Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Meningkatnya Cakupan % 95 100 105,3 Program Penunjang Urusan 5.857.789.681,- | 5,611,923,851,- 95,80
pelaksanaan perempuan  dan Pemerintahan Daerah
pengarusutama | gnak korban Kabupaten/Kota
an gender dan | kekerasan yang
pemberdayaan | mendapat Program  Pengarusutamaan 277.799.900,- 271,037,500,- 97,57
perempuan penanganan Gender dan Pemberdayaan
dalam pengaduan  oleh Perempuan
pembangunan | petugas terlatih di
serta dalam unit Program Perlindungan 438.133.950,- 368,537,950,- 84,12
perlindungan pelayanan terpadu Perempuan
perempuan dan | sesyai standart
anak dari tindak Program Pengelolaan Sistem 16.898.800,- 16,570,900,- 98,06
kekerasan. Skor Pencapaian Data Gender dan Anak
Skor | 700 703,5 100,5
Kota Layak Anak
Program Pemenuhan Hak 50.999.400,- 49,630,000,- 97,31
Skor Pencapaian | skor | 3187 | 38625 | 1212 | Anak(PHA)
Anugerah
Parahita Program Perlindungan Khusus 190.663.500,- 184,199,475,- 96,61
Ekapraya (APE) Anak
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BAB IV
PENUTUP

Sebagai penutup untuk Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 ini dapat disimpulkan bahwa secara
umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah
melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik sesuai target yang telah
ditetapkan. Begitu juga pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD
Kota Dumai Tahun 2021 - 2026. Semua program dan kegiatan telah dapat
direalisasikan dengan baik. Namun demikian, selama tahun 2022 masih ditemui
beberapa hambatan / permasalahan yang harus dibenahi khususnya dalam
penyelenggaraan urusan wajib dikarenakan masih terbatasnya anggaran pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sehingga masih
banyak program kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara
optimal.

Melihat dari permasalahan di atas, diharapkan untuk tahun yang akan datang
penganggaran bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar
dapat dipertimbangkan mengingat masih banyaknya kegiatan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
belum dapat diakomodir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun Anggaran 2022
ini disusun, dan selanjutnya diajukan kepada Bapak Wali Kota Dumai serta pihak lain

yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi.

____________________________________________________________________________________________________________________|
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan
di bawah ini:

Nama . MAINI ASNA, SKM, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. PAISAL, SKM. MARS

Jabatan : WALIKOTA DUMAI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

- MAINI ASNA, SKM, M. Si
S NIP. 19680529 198903 2 002




Lampiran

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No

Sasaran Strategis

Indikater Kinerja Sasaran

Satuan

Target
Tahunan 2022

l

(1)
1

2

(3)

(4)

{5}

Meningkatnya pelaksanaan
pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan
perampuan dalam
Ipembangunan serta

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan cleh pelugas
teratih didalam unit pelayanan terpadu sesuai slandar

%

85

perlindungan perempuan
dan anak dari tindak
kekerasan

Skor pencapaian Kota Layak Anak

Skor

TOo

Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya | APE |

ESasaran :

Meningkatnya pelaksanaan
pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan
perempuan dalam
pembangunan sera
parlindungan perempuan
dan anak dari tindak
kekarasan

114
112

1.2

1.21

1.3

1.3.1

21

211

2.2

21.2

21.3

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan Kabupaten/Koia

Koordinasi dan Sinkronisas Pelaksanaan PUG
Kewenangan Kabupaten / Kaota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Felaksanaan PUG termasuk PPRG
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,
Hukum, Sosial, dan Ekenomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten /
Kota

Sosialisasl Peningkstan Partisipasi Perempuan
dibidang Politlk, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Fenguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten / Kota
Pengembangan Komunikasi, Infarmasi dan
Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten / Kaota

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten /kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
F.ekerasan Terhadap Perempuan Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota,

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi
Perempuan Korban Kekerasan Yang
Memerlukan Koordinasi Kewenangan
Kabupaten | Kota

Keoordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Panyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi
Parampuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten / Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Layanan Periindungan Perempuan Kewenangan
Kabupaten Kota

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

3187

277,799,500

67,267,400

B4,223 000
3,044,400

122,426,200

122,426 200

88,106,300

88,108,300

438,133,950
72,100,000

72,100,000

349,044,000

349,044 000

16,985,950

16,989,950




. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA Rp 16,898,800
GENDER DAN ANAK

31 Kegiatan Pengumpulan, Pengelola Analisis Rp 16,898,800
dan Penyajlan Data Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Habupaten | Kota

311 Penyediaan Data Gender dan Anak d| Rp 8,822 400
Kewanangan Kabupaten / Kota

3.1.2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Genderdan  Rp 8,076,400

Anak dalam Kelembagaan Daia di Kewenangan
Kabupaten f Kota

IV. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Rp 50,899,400

41 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Rp 10,389,000
Nen Pemerintah, dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten | Kota

4.1.1 Advokasl Kebijakan dan Pendampingan Rp 10,389,000
Femenuhan Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintan. Media dan Dunia
Usaha Kewenagan Kabupaten / Kota

4.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Rp 40610400
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota

4 21 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Rp 14,235,400
Anak Kewenangan Kabupalen / Kola

4.2 2 Pengembangan Kemunikasi, Informasi dan Rp 8,267 400
Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagl Lembaga
Panyedia Layanan Peningkatan Kualtas Hidup
Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

4.2 3 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Panyedia Rp 17,107,600
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Tingkat Daerah Kabupaien / Kola

V. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Rp 190,663,500
51 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang 78,350,000
Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
Kabupaten | Kota
5.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Rp 78,350,000
kekerasan Terhadap Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
5.2 Penyediaan Layanan bagl Anak yang Rp 10,007,500
Memeriukan Periindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
§.2.1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Rp 10,007,500
bagl Anak yang Mamerlukan Parfindungan
Khusus Tingkat Deerah Kabupatan/Kota
5.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Rp 102,308,000
Penyedia Layanan bagi Anak yang
Memeriukan Perlindungan Khusus Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
531 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Rp 102,306,000
Kapasilas Sumber Daya Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang Memarlukan Perindungan
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Rp 974,495,550

Dumal, 7 Oktober 2022
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawabh ini:

Nama : SUWARNI, SH, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama » MAINI ASNA, SKM, M, Si

Jabatan . KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

Selaku atasan langsung Pibak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapal target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
~ KEPALA DINAS SEKRETARIS
1 "?_————"" = -
' 'MAINI ASNA, SKM, M. Si SUWARNI, SH.M.Si
“NIP. 19680529 198903 2 002 NIP. 19650930 198603 2 005




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAIL

Sasaran Strategis

Indikator Program

Satuan

Target Tahunan
2022

{1}

(2)

13

(4]

(5]

Meningkatnya
pelaksanaan
Pengarusulamaan Gender
dan Pemberdayaan
Perempuan dalam
pembangunan sera
perlindungan perempuan
dan anak dan tindak
kskzrasan

Persentase penunjang
urusan pemerintah
dasrah kabupaten/iota

100

Sasaran Meningkatnys

pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender
dan Pamberdayaan
Perampuan dalam
pembangunan sera
parindungan perempuan
dan anak dan tindak
kekerasan

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

Kegiatan parencanaan ,
penganggaran, dan
avaluasi kinerja
perangkat daerah

Penyusunan dokumen

perencanaan perangkat
Daerah

Koordinasi dan
penyusunan dokumen
RKA-SKPD
Koordinasl dan
pEnyusunan dokumen
perubahan RKA-SKPD

Koordinas! penyususnan
DPA-SKPD

Koordinash penyususnan
perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan
penyusunan [aparan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasikinerja
SKPD

Evaluasi kinegja
perangkat Daerah

HKegiatan Administrasi
Keuangan Paranghkat
Daerah

Penyediaan gajl dan
tunjangan ASN

koordinasi dan
penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
SKPD

Kegiatan Administrasi
Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

Penatausahaan barang
milik Dasrah pada SKPD

Hegiatan administrasi
Umum Perangkat
Daarah

Penyediaan komponen
instalasi

|istrik/ panerangan
bangunan kantor

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5,B57,789,681

52,721,851

19,508,124

4,838,739

2,801,539

20289 808

1,202,394

15,213,847

7,325,500

4,455,770.222

4,445 616222

10,154,000

8,444,000

8 444,000

414,216,608

6,591,200




/ASNA, SKM, M, Si

Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kanior

Penyediaan peralalan
rumah fangga
Pengadaan bahan
[cglistik kantor
Fenyedian barang
cetakan dan
penggandasn

Penyediaan bahan

bacaan dan perundang-
undangan

Penyelenggaraan rapal
koordinasi dan konsultasi
BKPD

Keglatan penyediaan
Jasa penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Penyediaan jasa surat
ey Lrat

Penyediaan jasa
komunikasi, sumbar daya
atr dan listirik

Penyediaan jasa
pelayanan umum kantor

Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya
pemeliharaan dan pajak
kenderaan percrangan
Dinas dan atau
kanderaan dinas jabatan
Penyediaan jasa
pemeliharaan, blaya
pemeliharaan, pajak, dan
pedizinan kenderaan
perorangan Dinas
operasional stau
lapangan

Pameliharaan peralatan
dan mesin lainnya

Pemelinaraan/rehabilitas
sarana dan prasarana

pandukung gedung
kanior stau banguan
lainnya

JUMLAH

PBa0520 198603 2 002

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

80,885,550

11,078,200

20,441,800

53,747 288

7,728,000

223,845,370

B19,468,000

168,900

122,868,100

286,600,000

107,170,000

82,060,000

13,340,000

5,030,000

8,710,000

5,857,789,681

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Periama

MIP. 19650930 198603 2 005




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Dra.HEPPI SYURYANI

Jabatan ¢ KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MAINI ASNA, SKM, M.Si

Jabatan :  KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerna yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak
Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

__PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA
- KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
'PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN GENDER DAN ANAK
. MAII ASNA, SKM, M.Si Dra.HEPPI SYURYANI

“=NIP-19880529 198903 2 002 NIP. 19650930 195003 2 004




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON Il TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Target
No Sasaran Strategis Indikator Program Satuan Tahunan
2022
(1 (2} {3 (4} (5)
1 Meaningkainya Pemantaatan Data Terpilah Gender |Meningkatnya % 30%
dan Anak Pemanfaatan Data
Terpilah Gender dan
Anak
Sasaran: Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan PROGRAM 16,888,800
Gender dan Pemberdayaan Perampuan dalam PENGELOLAAN
Pembangunan serta Perlindungan Perampuan dan SISTEM DATA
Anak dari Tindak Kekerasan GENDER DAN ANAK
Kegiatan Penyediaan B.B22 400
data gender dan anak
di kewenangan
Kabupaten/kota
Kegiatan Penyajian 8,076,400
dan pemanfaatan data
gender dan anak
dalam kelembagaan
data dikewenangan
Kabupaten/Kota
Jumiah 16,898,800
Dumal, 7 Oktobar 2022
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK
Dra. HEPPI SYURYANI

NIP. 19650930 199003 2 004




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI TRIANI INDARI, SKM
Jabatan : KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama - MAINI ASNA, SKM, M.SI
Jabatan . KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak
Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA
KEPP«’?&D*NAS PEMBERDAYAAN KEPALA BIDANG PENINGKATAN
- EMPUAN DAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
PERLi UHGAN ANAK DAN KETAHANAN KELUARGA

ASNA, SKM, M.Si ARI, SKM

4680529 198903 2 002 NIP. 19790308 200212 2 003




PERUBAHAN PERJAMJIAN KINERJA ESSELON Il TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAMN ANAK KOTA DUMAI

No Sasaran Strategis Indikator Program Satuan Targa;;::umn
] (2) (3) (4] (5)
1 Meningkainya pelaksanaan Persentase ARG di Kota % 10
pengarusustamaan gender dan Dumai

pemberdayaan perempuan dalam
pembangunan serta perlindungan
perempuan dan anak dar tindak

kekarasan
Meningkatnya pelaksanaan PROGRAM 277,799,900
pengarusuiamaan gender dan PENGARLUSUTAMAAMN

pemberdaysan perempuan dalam  GENDER DAN
pembangunan sera perindungan PEMBERDAYAAN
perempuan dan anak dari tindak PEREMPUAN
kekerasan

Hegiatan Pelembagaan 67,267,400
Pengarusutamaan Gender

[PUG) pada lembaga

pemerintah kewenangan

kabupaten/kota

Koordinas: dan Sinkronisas: 54,223,000
Pelaksanaan PUG

Kewenangan

Kabupaten/Kola

Advokasi Kebijakan dan 3,044 400
Pendampingan Pelaksanaan
PUG termasuk PPRG

Kegiatan Pemberdayaan 122,426,200
Perempuan Bidang Politik,

Hukum, Sosial, dan

Ekonomi pada Organisasi

Kemasyarakatan

Kewenangan

Kabupaten/Kota

Sosializasi Peningkatan 122 426 200
Partisipasi Perempuan di

Bidang Politik, Hukum,

Sosial, dan Ekonomi

Kegiatan Penguatan dan 88,106,300
Pengembangan Lembaga

Penyedia Layanan

Pemberdayaan Perempuan

Kewenangan

Kabupaten/Hota

Pengembangan Komunikasi, 88,108,300
Informasi dan Edukasi (KIE)

Pembardayaan Perempuan

Kewenangan

Kabupaten/Kota

St 277,799,900

Dumal, 7 Oktober 2022
Pihak Perlama
KEPALA BIDANG PEMNINGHATAN
KUALITAS HIDUP PEREMPLUAN DAN
KETAHANAN KELUARGA

1022 188911 2 001




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : SRI BULAN, S.Kep

Jabatan . KABID. PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . MAINI ASNA, SKM, M. Si

Jabatan . KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
TN KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
7.\ KEPALA DINAS DAN PERLINDUNGAN ANAK
| .l "F,.—-—-"_ M.‘W
‘ e | f

L 8 'ASNA, SKM, M. Si SRI BULAN, S.Kep
TSNP 19680529 198903 2 002 NIP. 19680414 198811 2 001




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON Il TAHUN 2022
DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Sasaran Strategis

indikator Program

Target Tahunan

2022

(1

{2)

{(3)

(4] {5)

Meningkatnya pelaksanaan

pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan
perempuan dalam
pembangunan serta
perlindungan perempuan
dan anak dari lindak
kekerasan

Meningkalnya capaian
skor Kota Layak Anak >
700

Skor 700

Program Pemenuhan
Hak Anak (PHA)
Kegiatan pelembagaan
PHA pada lembaga
pemerintah, non
pemerintah, dan dunia
usaha kewenangan
kabupatenikota

Rp

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak
pada Lembaga
Pemerintah,
Monpemarintah, Media,
dan Dunia Usaha
Kewsanangan
Kabupaten/Kota
Kegiatan Penguatan
dan Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Hota
Penyediaan Layanan
Paningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewanangan
Kabupaten/Kota

Rp

Rp

Rp

Pengembangan Rp
Fomumkasi, Informasi,

dan Edukasi Pemenuhan
Hak Anak bagi Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas

Hidup Anak Tingkat

Daerah Kabupaten/Kola

Panguatan Jejaring Antar Rp
Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup
AnekTingkat Dasrah
Kabupaten/Kola

Jumlah Rp

50,999,400

10,388,000

10,388,000

40,610,400

14,235,400

9,267,400

17,107,600

50,999,400

Dumai, 7 Okiober 2022
Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK

AMNAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

(Mdr/

SRl BULAN, S. Kep
MNIP, 19680414 198811 2 001




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama . IRFAN WAHYUDI, SKM, M. Kes

Jabatan © KABID. PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . MAINI ASNA, SKM, M. Si

Jabatan . KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
|awab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oklober 2022

K KEDUA, PIHAK PERTAMA,
“PALA DINAS KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK

O\ PEREMPU
> | ./“

FASNA, SKM, M. Si IRFAN WAHYUDI SKM, M. Kes
680529 198303 1 002 NIP. 18750402 198803 1 002

CMA
NIP,




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON Il TAHUN 2022

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Mo

Sasaran Strategis

Indikator Program

Satuan

Target Tahunan

2022

(1)

(2)

(3)

{4}

)]

Meningkatnya pelaksanaan
Fengarusutamaan Gender dan
pamberdayaan parempuan dalam
pembangunan serta pedindungan
perempuan dan anak dan tindak
kakarasan

Meningkatnya
Pedindungan bagi
Perempuan

%

20

Meningkatnya
Perlindungan Khusus

Anak

40

Sasaran Meningkatrya pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender dan
pemberdayaan perempuan dalam
pembangunan serta perdindungan
perampuan dan anak dan tindak
kekaerasan

PROGRAM
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap
Perempuan Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan
Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap
Persmpuan Lingkup
Daerah Kabupatern/Kota

Kegiatan Penyediaan
Layanan Rujukan
Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan Keweanangan
Kabupaten/Kota

Kegiatan Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan
Perempuan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

438,133,950

72,100,000

72,100,000

349,044,000

349 044 000

16,989,950

16,989,950




PROGRAM 180,663,500
PERLINDUNGAN

KHUSUS ANAK

Kegiatan Pencegahan 78,350,000
Kekerasan terhadap

Anak yang Malibatkan

para pihak Lingkup

Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan 78,350,000
Sinkronisasi Pencegahan

Kekerasan terhadap Anak

Kewenangan

Kabupatan/Kota

Kegiatan Penyediaan 10,007,500
Layanan bagi Anak yang
- memerlukan
Perlindungan Khusus
yang memeriukan
Koordinasi Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan 10,007,500
Pengaduan Masyarakat

bagi Anak yang

Memeriukan Perlindungan

Khusus Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Kegiatan Penguatan dan 102,306,000
Pengembangan

Lembaga Penyedia

Layanan bagi Anak yang

memeriukan

Perindungan Khusus

Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Koordinasi dan 102,306,000
Sinkronisas| Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Lembaga Penyadia

Layanan Anak yang

memeriukan

Perlindungan Khusus

Tingkat Daerah

Jumlah 628,797,450

AW T4 4 Pihak Kedua Dumai, 7 Oktober 2022
Vasr” NI REPALA Kepala Bidang Perlindungan
J = \‘. F, Iul‘-_

Perempuan

IRFAN WAHYUDI, SKM, M, Kes
WIP 187590402 199803 1 002
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang
bertandatangan di bawabh ini:

Nama : FAJARIA RUSMEITY, SKM
Jabatan : KEPALA UPT PPA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama - MAINI ASNA, SKM, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PPPA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA, KEPALA UPT PERLINDUNGAN
KEPALA DINAS PPPA PEREMPUAN

A

FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP.19780524 200501 2 007




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No Sasaran Strategis Indikator Sub Keglatan Satuan T"ﬂ“;:::““““
{1 (2) (3 {4) (5]
Meningkatnya pelaksnaan Jumlah pengaduan masyarakat Kasus 21
pengarusutamaan gender dan bagi anak yang memeriukan
pemberdayaan perempuan dalam  |pedindungan khusus
pembangunan serta parlindungan
perempuan dan anak dar tindak
kekerasaan
Sasaran . Meningkatnya palaksnaan Program Perlindungan Rp 349,044,000
pengarusutamaan gender dan Perempuan
pemberdayaan perempuan dalam
pembangunan serta perlindungan Keglatan Penyediaan Layanan Rp 349,044,000
gt Rujukan Lanjutan bagi
perampuan dan anak dari tindak
kekerasaan Perempuan Korban Kekerasan
yang Memeriukan Koordinasi
Kewenangan Kabupaten / Kota
K.oordinasi dan Sinkronisasi Rp 349,044,000
Pelaksanaan Penyediaan
Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten / Kota
Program Perlindungan Khusus Rp 10,007,500
Anak
Penyediaan layanan bagi anak Rp 10,007,500
yang memerlukan
perlindungan khusus yang
memeriukan koordinasi tingkat
daerah kabupaten/kota
Penyediaan layanan pengaduan Rp 10,007 500
masyarakat bagi anak vang
meameriukan perindungan
khusus tingkal daerah
kabupaten/koia

SKM, M. Si
198903 2 002

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Pertama

KEPALA

(7

PT PPA

FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP.19780524 200501 2 007




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawahini:

Mama : RESTI EKO YULIANTI, AMK

Jabatan : KEPALA SUBBAG TATA USAHA UPT PPA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FAJARIA RUSMEITY, SKM

Jabatan : KEPALA UPT PPA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang
seharusnya sesual lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPT PPA KEPALA SUBBAG TATA USAHA UPT PPA
\% <K\t
FAJARIA RUSMEITY, SKM RESTI EKO YULIANTI, AMK

NIP.19780524 200501 2 007 NIP.19800725 200604 2 017




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Mo

Sasaran Strategis

Indikator Sub Kegiatan

Target Tahunan

Satuan 2022

(1)

(2}

(3]

(4) (5)

Meningkatnya pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan
pemberdaysan perempuan dalam
pembangunan serta periindungan
perampuan dan anak darf tindak
kekerasan

Jumiah pengaduan
masyarakal bagl anak yang
memerriukan pedindungan
khusus

kasus 21

Sasaran

Meningkatnya pelaksnaan
pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perampuan dalam
pembangunan serta perlindungan
perempuan dan anak dar tindak
kekerasaan

Pihak Kedua
KEPALA UPT PPA

7

FAJARIA RUSMEITY, SKM
MNIP.19780524 200501 2 007

Program Perlindungan
Perempuan

Kegiatan Penyediaan
Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang
Memeriukan Koordinasi
Kewenangan Kabupaten /
Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Penyediaan
Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Karban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten / Kota

Program Perlindungan
Khusus Anak

Penyediaan layanan bagi
anak yang memeriukan
perlindungan khusus yang
memeriukan koordinasi
tingkat daerah
kabupaten/kota

Penyediaan layanan
pengaduan masyarakat bagl
anak yang memeriukan
perfindungan khusus tingkat
daerah kabupaten/kota

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

349,044,000

349,044,000

340 044,000

10,007,500

10,007,500

10,007,500

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Pertama
KEPALA SUBBAG TU UPT PPA

-

RESTI EKO YU , AMK
NIP. 12800725 200804 2 D17




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama . LILI KURNIATI, 5.Tr, Keb
Jabatan - KASUBBAG TATA USAHA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama - SUWARNI, SH,M.Si
Jabatan . SEKRETARIS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS KASUBBAG TATA USAHA
s /|
SUWARNI, SH,M.Si LILI KURNIATI, S. Tr, Keb

NIP. 19650930 199003 2 004 NIP. 19770727 200604 2 021




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Sasaran Strategis

Indikator Sub Kegiatan

Target Tahunan
2022

(1)

{2)

{2)

(4)

{5}

10

1"

12

13

14

Meningkainya Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender
dan Pamberdayaan
Perempuan dalam
Pembangunan seria
Perlindungan Perempuan
dan Anak dari Tindak
Kekerasan

Tarsadianya kompaonen
listrik/penerangan bangunan
kantor

Bulan

12

Tersedianya kebutuhan alat
tulis kantor

Bulan

12

Tersadianya peralatan Rumah
Tangga

Bulan

12

Tersedianya bahan logistik
kantor

Bulan

12

Tersedianya kebutuhan
barang celak dan
penggandaan

Bulan

12

Tersedianya bahan bacaan

dan peraturan perundang-
undangan

Bulan

12

Terselenggaranya rapat
koordinas! dan konsuitasi
SKPD

Bulan

12

Teraksananya penyediaan

jaza sural menyural

12

Tersedianys jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik

Bulan

12

Tersedianya jass pelayanan
umum kantor

Bulan

12

Tersedianya jasa
pemeliharaan, blaya
pamelinaraan dan pajak
kendarsan percrangan dinas
atau kenderaan Dinas jabatan

Buian

12

Tersedianya jasa
pemeliharaan, biaya
pemeliharaan, pajak, dan
perizingn kenderaan dinas
operasional atau lapangan

Bulan

12

Tersadianya Pemeliharaan
peralatan dan masin lainya

12

Tersadianya
Pamelinaraan/rehabiiitasi
sarana dan prasarana
pendukung gedung kantor

atau bangunan lainnya

Bulan

12

Sasaran :

Meningkatnya Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender
dan Pemberdayaan
Perempuan dalam
Pembangunan serta
Perindungan Pearempuan
dan Anak dar Tindak
Kekarasan

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Administrasi
Umum Parangkat Daerah

Penyediaan komponean
instalans listnk/penerangan
bangunan kanior

Penyediaan peralatan dan
periengkapan kantor

Rp

Rp

Rp

1,340,853,608

414,215,808

6,591,200

80,985,550




Penyediaan peralatan umah Rp 11,076,200
tangga

Penyediaan bahan logitik Rp 20,441,800
kanior

penyediaan barang cetak dan  Rp 53,747,288
pengandaan

Penyediaan bahan bacaan Rp 7,728,000
dan parafuran perundang-

undangan

Penyelenggaraan rapat Rp 223 645,370
koordinasi dan konsultasi

SKPD

HKeglatan Penyediaan jasa Rp 819,488,000
Penunjang Urusan
Pamerintah Daerah

Penyediaan jasa sural Rp 188,500
menyurat

penyadiaan [asa komunikasi, Rp 122,669,100
sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pelayanan Rp 696,600,000
umum kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rp 107,170,000
barang milik Daerah

Penunjang Urusan

pemerintah Daerah

Penyediaan jasa Rp 82,090,000
pemeliharaan, biaya

pemeliharaan dan pajak

kandaraan perorangan dinas

atau kendersan Dinas jabatan

Penyedisan jasa Rp 13,340,000
pemeliharaan, biaya
pemalinaraan, pajak, dan

perizinan kendaraan dinas

operasional atau lapangan

Pemeliheraan peralatan dan Rp 5,030,000
mesin lainya

Pemeliharaan/rehabilitasi Rp 68,710,000

sarana dan prasarana
pendukung gedung kantor
atau bangunan lainnya

Jumilah Rp 1,340,853,608
Dumai, T Oktobar 2022
Pihak Kedua Pihak Partama
SEKRETARIS KASUBBAG TATA USAHA

7 .

SIAVARNI, SH.M.Si LILI KURMIATL, S. Tr. Keb
NIP. 19650930 198803 2 005 NIP. 19770727 200604 2 021
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : NETTY LINDAWATI, S. Si. T, M. IP
Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . SUWARNI, SH, M.Si

Jabatan . SEKRETARIS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA, PERENCANA AHLI MUDA
SEKRETARIS

UWARNI, SH, M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PERENCANA AHLI MUDA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Mo Sasaran Strategis Indikator Sub Kegiatan Satuan Targst Tahunan
2022
{11 (2 (3} [ (5}
Meningkatnya Jumiah dokumen perencanaan|Dokumen Fi
pelaksanaan perangkat daerah { Renstra
pengarusulamasn dan Renja )
gender dan
pemberdayaan Jumiah dokumen RKA SKPD  |Dokumen 1
perempuan dalam
mmmn_n seria | Jumiah dokumen perubahan _|Dokumen 1
perempuan dan anak
dari lindak kekerasan |Jumiah dokumen DPA-SKPD |[Dokumen 1
Jumlah dokumen perubahan  |Dokumen 1
DPA-SKPD
Jumiah dokumen laparan Dokumen 2
capaian kinerja dan ikhiisar
realisasi kinerfja OPD { LKPJ
dan LKJIP)
Jumiah dokumen PK RKT dan |Dokumen 3
R
Sasaran | Meningkatnya PROGRAM PENUNJANG Rp 62,721,851
pelaksanaan URUSAN PEMERINTAH
pengarsuamasan DAERAH KABUPATEN /
gender dan KOTA
pembendayaan
perempuan dalam  Kegiatan perencanaan, Rp 52,721,851
pembangunan sefd  penganggaran, dan evaluasi
perlindungan kineria perangkat daerah
perempuan dan anak
dari tndak kekerasan
Penyusunan dokumen Rp 18,508,124
perencanaan perangkal
daerah
koordinasi dan penyusunan Rp 4 838,738
dokumen RKA SKFD
Koordinas! dan penyusunan Rp 2,801,530
dokumean parutahan REA
SKPD
Koordinas! dan pemyusunan Rp 2,028,608
dokumen DPA SKPD
Koordinasi dan penyusunan Rp 1,202,394
dokumen perubahan DPA
SKPD
Koordinas! dan panyusunan Rp 15,213,047
laporan capalan kinerja dan
[khtisar realisasi kinerja SKPD
Evaluasi kinerja perangkal Rp 7,325,500
daerah
Jumiah Rp 52,721,851

RNI, SH, M.5i

MIP. 19650830 198803 2 005

Dumai, 7 Okiober 2022




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan

manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama : YUNI WELDA, SE
Jabatan - ANALIS KEUANGAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama - SUWARNI, SH, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian
jangka menengah seperti yang telah

ini dalam rangka mencapai target kinerja
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS

Pproas

SUWARNI, SH, M.Si
NIP. 18650930 198603 2 005

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA,
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHL] MUDA

YUNI WELDA, SE
NIP. 19770614 200501 2 008




PERUBAHAN PERJANJIAN KINER.JA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No Sasaran Strategis | Indikator Sub Kegiatan Satuan Target Talwman
2022
{1 (2) {3) (4] {5}
Meningkamya Tersedianys gaji dan Bulan 14
pelaksanaan tunjangan ASN
pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan Jumiah dokumen laporan Cokumen 2
perempuan dalam keuangan akhir tahun
pembangunan serta
periindungan parempuan
dan anak dan tindak
kekerasan Jumilah dokumen laporan Dokumen 2
inventansasi aset
Sasaran Meningkamya PROGRAM Rp 4,455,770,222
petaksanaan PENUNJANG URUSAN
pengarusutamaan gender PEMERINTAH DAERAH
dan pemberdayaan Kegiatan Administrasi
parempuan dalam Keuangan Peranghkat Rp 4,455770,222
pembangunan sarta Daerah
perindungan perempuan Penyediaan gaji dan
dan anak darn tindak . Rp 4445616222
IR AR, tunjangan ASN
koordinasi dan
penyusunan laporan
keuangan akhir tahun Rp 19,354,000
SKPD
JUMLAH Rp 4,455,770,222
Dumai, 2022
Pihak Kedua Pihak Perlama
SEKRETARIS - AMALIS KEUAMGAN PUSAT DAN DAERAH
ALLHALD
Y . SE

NIP. 19650930 198603 2 005

MWIP. 19770614 200501 2 DDA




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dra, NURMIATI
Jabatan 1 Analis Kebijakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dra.HEPPI SYURYANI
Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesual lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DAN ANAK
Dra.HEPPI SYURYANI Dra. N IATI

NIP. 19650930 199003 2 004 NIP, 19691015 199503 2 005




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No Sasaran Strategls Indikator Sub Kegiatan Satuan Target Tahunan
2022
(1) (2) (3) (4) {5)
1 Meningkatnya pelaksanaan Tersedianya data dan Dokumen 1
pengarusutamaan gender dan informasi anak di kota Dumai
pemberdayaan perempuan dalam dan anak di kota Dumai
pembangunan serta pelindungan
perampuan dan anak dari tindak
kekarasan
Tersedianya data gender di Dokurmen 1
kota Dumal
Sasaran
Meningkatnya pelaksanaan Program Pengelolaan 8,822,400
pengarusutamaan gender dan Analisis dan Penyajian
pemberdayaan perampuan dalam  pata Gender dan Anak
pembangunan serta pelindungan dalam Kelembagaan Data
perempuan dan anak dari tindak di Tingkat Daerah
kekerasan Kabupaten/Kota
Kegiatan B.822.400
Pangumpulan Pengolahan
Analisis dan Penyajian Data
Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah
Kabupaten/kota
Penyediaan Data Gender B.B22 400
dan Anak di Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumiah 8,822 400
Dumal, 7 Oklober 2022
Pihak Kedua Pihak Parama
Kepala Bidang Data Informasi Analis Kebijakan Ahll Muda
Gender dan Anak

R

Dra. HEPPI SYURYANI
NIP. 18650930 188003 2 004

uf

Dra. NURMIATI

NIP, 19681015 199503 2 005




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI DUMAYATI, A.Md

Jabatan ¢ ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. HEPPI SYURYANI

Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI ANALIS KEBIJAKAN AHLIT MUDA
GENDER DAN ANAK

Mot~

Dra.HEPPI SYURYANI SRI DUMAYATI, A.Md
NIP. 19650930 199003 2 004 NIP.19710128 200003 2 006




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No Sasaran Strategis Indikator Sub Keglatan Satuan Tl"ﬂ“i TI ; :hunln
(1 (2} (3) (4) (5)
1 Meningkalnya pelaksanaan a. Tersusunnya profil gender dalam Dokumen 1

pengarusutamaan gander dan kelembagaan data di Kota Dumal

pemberdayaan parempuan dalam

pembangunan serta perlindungan | b Tersusunnya profil anak dalam Dokumen 1

perempuan dan anak dari indak | kelembagaan data di Kota Dumai

kekerasan
c. Tersedianya media informasi Jenis media 3
gender dan anak

Sasaran ; Meningkatnya pelaksanaan Program Pengelolaan Sistem Data Rp B,076400

pengarusutamaan gender dan Gender dan Anak

pamberdayaan perempuan dalam

E:;f"ﬁ:::ﬂ“u:'ﬂpgm:" Penyajian dan pemanfaatan data 8,076,400

ittty gender dan anak dalam kelembagaan
data di kewenangan kabupaten/kota
Jumlah Rp B.078400

Cumal, 7 Oktober 2022
Fihak Kedua Pihal Pertama
Kepala Bidang Data Informasi Analis K kan Ahli Muda
Gender dan Anak
Dra HEPP! SYURYANI SRIDUMAYATI, A, Md

NIP. $8650830 199002 2 004

MNIP. 18710128 200003 2 006




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ¢ WAN ANNA FITRIYAH, SKM

Jabatan : ANALIS KEBDJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra.HEPPI SYURYANI

Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jewab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER ANALISIS KEBIJAKAN
DAN ANAK
Moo Vs
Dra.HEPPI SYURYANI WAN ANNA FITRIYAH, SKM

NIP. 19770315 200212 1 009 NIP. 19780430 200003 2 004




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMA|

DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK

LTIV

Dra,HEPPI SYURYANI
MIP. 18650830 159003 2 004

No Sasaran Strategis Indikator Sub kegiatan Satuan Targat Tahunan
2022
(1) (2) (4) (5)
1 |Meningkatnya pelaksanaan Tersedianya data dan informasi Dokumen 1
pengarusutamaan gender dan anak di Kota Dumai
pemberdayaan perempuan dalam
pembanguan serta perlindungan  |Tarsedianya data gender di Kota | Dokumen 1
perempuan dan anak dari tindak Dumai
kekerasan
Sasaran Meningkatnya pelaksanaan Program Pengelolaan Sistem Rp 8,822,400
pengarusutamaan gender dan Data Gender dan Anak
pemberdayaan perempuan dalam
pembanguan serta perindungan .
perempuan dan anak dari tindak Kegiatan Pengumpulan. o Rp B.B22.400
SakAAan pengolahan analisis dan penyaj
data gender dan anak dalam
kelembagaan data di tingkat
Eanyadi:aan data gand:ar dananak Rp 8,822 400
di kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Rp 8,822,400
Cumai, 7 Oklober 2022
Pihak Kedua Fihak Pertama
KEPALA BIDANG DATA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

(s

WAN ANNA FITRIYAH, SKM
NIP : 18780430 200003 2 004




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta bercrientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : DEWI YUSMANIDAR, SKM

Jabatan . ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . SRI TRIANI INDARI, SKM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

DAN KETAHANAN KELUARGA
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PENIGKATAN ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN

KETAHANAN KELUARGA

ANHNDARI, SKM DEWI YUSMANIDAR, SKM
691022 198911 2 003 NIP. 18650826 199303 2 004




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No Sasaran Strategis Indikator Sub Kegiatan Satuan | 12r@et Tahunan
2022
(1) (2} (3) {(4) (5)
Meningkatnya pelaksanaan Terlaksananya koordinasi Bulan 12
pengarusutamasn gender dan dan sinkronisasi
pemberdayaan perempuan daiam  |pelaksansan PUG
pembangunan serta perlindungan  |kewenangan kabupaten/kota
perempuan dalam pembangunan
sefta perindungan perempuan dan
anak fl:ri 'dn:lnl? kakp:msnﬁ Persentase pendampingan ¥ 100
pelaksanaan PUG termasuk
PPRG diseluruh Peragkal
Daerah
Sasaran Meningkatnya pelaksanaan Program Rp&7,267 400
pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan gender
pemberdayaan perempuan dalam  dan pemberdayaan
pembangunan serta perindungan  perempuan
perampuan dalam pembangunan
serta perlindungan perempuan dan  Kegiatan pelembagaan Rp&7,267,400
anak dari indak kekerasan pengarusutamaan gender
(PUG) pada lembaga
pemerintah kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan sikronisasi Rp&4 223 000
pelaksanaan PUG
kewenaangan
kabupaten/kota
Advokasi kebijakan dan Rp3,044.400
pendampingan pelaksanaan
PUG termasuk PPRG
Jumlah Rp&7,267 400
Dumai, 7 Okiobar 2022
Pihak Kedua Pihak Penama
KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP AMALIS KEBIJA AHLI MUDA,
PEREMPUAN

MIF. 19681022 1

DARI, SKM
28911 2001

DEWI YASMANIDAR. SKM
NIP. 19680826 189303 2 004




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : NOVA KURNIASARY, SE

Jabatan i ANALIS KEBDDAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI TRIANI INDARI, SKM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN

KETAHANAN KELUARGA
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
HIDUP PEREMPUAN DAN KETAHANAN
KELUARGA ,
)
-
NI INDARI, SKM NOVA KURNIASARY, SE

NIP.19691022 198911 2 001 NIP. 19721102 200604 2 001




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No Sasaran Strategis Indikator Sub Kegiatan Satuan T"“E;J;:“"““
1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya pelaksanaan |Terlaksananya sosialisasi  |Kecamatan 7 Kecamatan
pengarusutamaan gender |peningkatan partisipasi
dan pembeardayaan perempuan dibidang politik
perampuan dalam dan ekonomi
pambangunan serta
perlindungan perempuan
dan anak darl tindak
kekerasan
Sasaran Meningkatnya pelaksanaan Program Rp 122,428,200
pengarusutamaan gender Pengarusutamaan Gender
dan pemberdayaan dan Pemberdayaan
perempuan dalam Perempuan
pembangunanserta
perindungan perempuan  Keglatan Pemberdayaan Rp 122426200
dan anak dan tindak perempuan bidang politik,
kekerasan hukum, sosial dan ekonomi
pada organisasi
kemasyarakatan
kewenangan
Sosialisasi peningkatan Rp 122 425200
partisipasi perempuan
dibidsng politik hukum, sosial
dan akonomi
Jumlah Rp 122,426,200
Dumai, 7 Oktober 2022
Plhak Kedua Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

3 - . =10
NIP. 19691022 198911 2 001

NIP 18721102 200604 2 001




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : AKMALIA YARNELINUR, SKM

Jabatan . ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . SRI TRIANI INDARI, SKM

Jabatan . KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

DAN KETAHANAN KELUARGA
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capalan kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PENINGKATAN ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN
KETAHANAN KELUARGA

| TRIANI INDARI, SKM AKMALIA YARNELINUR, SKM
NIP.19691022 198911 2 001 NIP. 19821123 200501 2 004




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No Sasaran Strategis Indikator Sub Kegiatan Satuan Targe;;‘:;um -
() (2) (3) {4) (5)
Meningkatnya pelaksanaan Terlaksananya Kegiatan 2
pengarusutamasan gender dan Fengembagan KIE dalam
pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kapasitas
pembangunan serta perlindungan SOM
perampuan dan anak dari findak
kekerasan
Sasaran Meningkatnya pelaksanaan PROGRAM B8,106,300
pengarusutamaan gender dan PENGARUSUTAMAAN
pemberdayaan perempuan dalam GENDER DAN
pembangunan seria perlindungan PEMBERDAYAAN
perempuan dan anak dari tindak PEREMPUAN
kekerasan
Keglatan Penguatan dan 88,106,300
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi, 88,106,300
Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemberdayaan Perempuan
Kewenanaan
Jumiah 88,108,300
Dumai, 7 Oktober 2022
Pihah:GKadua Fihak Pertama
KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN ANALIS KEBLIAKAN
DAN KETAHANAN KELUARGA AR MUDA
NDARI, SKM AKMALIA YARNELINUR, SKM

MIP. 19681022 158811 2 D1

NIP. 19821123 200501 2 004




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : Dra. SURNIATI

Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ns.SRI BULAN, S.Kep

Jabatan » KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN
ANAK

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnyasesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas teerhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA
ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Ns.SRI BULAN, S.Kep Dra. SURNIATI
NIP. 19680414 1988112 001 NIP. 19661222 199401 2 001




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Sasaran Strategis

Indikator Sub Kegiatan

Target Tahunan

2022

(y

(2)

(3]

(4} {8)

Meningkatnya pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan dalam
pembangunan serta perindungan
perempuan dan anak dan tindak
kekerasan

Terselenggaranya replikasi
dan pembinaan PATEM

Crang 40

Tersalenggaranya
penguatan Informasi Layak
Anak

Sasaran Maningkainya pelaksanaan

pengarusuiamaan gender dan
pemberdayaan perempuan dalam
pambangunan sara pardindungan
perempuan dan anak dari tindak
kekerasan

Pihak Kadua
KEPALA BIDANG PEMENUHAN

HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN

ANAK,

(Pl

SRl BULAN, S Kep
MIP. 18680414 198811 2 001

Program Pemenuhan Hak Rp
Anak (PHA)

Hegiatan Pelembagaan PHA Rp
pada lembaga pemerintah,

non pemerintah, damn

dunia usaha kewenangan

Kabupaten/Kota

Advokasi kebijakan dan Rp
pendampingan pemenuhanan

hak nak pada lembaga

pemerintah, non pemerintah,

media dan dunia usaha

kewenangan Kabupaten,Kota
Kegiatan penguatan dan Rp
pengembangan lembaga
penyedia layanan

peningkatan kualitas hidup
anak kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengembangan komunikasi Rp
dan informasi dan edukasi
pemenuhan hak anak bagl
lembaga penyedia layanan
peningkatan Kualitas hidup

anak tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumiah Rp

18,858,400

10,389,000

10,389,000

9,267,400

8,267 400

18,656,400

Dumai, 7 Okiober 2022
Pinak Periama

PENYULLUH SOSIAL AHLI MUDA

Dra. SURNIATI
NIP, 18861222 199401 2 001




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama : dr. DEVY DIANNY, M. K. M

Jabatan ¢ PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ns.SRI BULAN, S.Kep,

Jabatan - KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnyasesual lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capalan kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai,7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA
DAN PERLINDUNGAN ANAK

(o lwr

Ns.SRI BULAN, S.Kep, dr. DEVY DIANNY. M. K. M
NIP. 19680414 198811 2 001 NIP. 19750313 201001 2 011

L
-




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No Sasaran Strategis Indikator Sub Kegiatan Satuan oo
(1) (2} (2 (4) (5)
1 Meningkatnya pelaksananya Terselenggaranya pelayanan Kali 15
pengarusutamaan gender dan pusat pembelajaran keluarga
pemberdayaan perempuan dalam
pembangunan serta perlindungan
perempuan dan anak dari tindak Terselenggaranya Forum Anak 18
kekorasan peningkatan kualitas hidup
anak melalui forum anak
layanan peningkatan kualitas
hidup anak melalui forum
anak
Sasaran | Meningkatnya pelaksananya Program Pemenuhan Hak 14,235,400
pengarusutamaan gender dan Anak (PHA)
pemberdayaan perempuan dalam
pembangunan sera periindungan  Kegiatan Penguatan dan
perempuan dan anak dari tindak pengembangan lembaga
kekerasan penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup
anak kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan layanan 14,235,400
peningkatan kualitas hidup
anak kewenangan
kabupaten/kota
Jumiah 14,235,400
Dumal, 7 Oktlober 2022
Pihak Kadua Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PEMENUHAN PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA
HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN e
ANAK

NP/

SRI BULAN, S.Kep,
NIP. 19680414 198811 2 001

dr. DEVY DIANNY, M. K. M
NIP. 18750313 201001 2 D11




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama 1 Ns. KOMALA SARI, S.Kep. M. K. M

Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ns.SRI BULAN, S.Kep

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN
ANAK

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK PENYULUH SOSIAL AHLI MUD&_
ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK
(N Pl 2
Ns.SRI BULAN, S.Kep Ns. KOMALA SARI, S.Kep. M. K. M

NIP. 19680414 198811 2 001 NIP. 19780418 200501 2 007




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No Sasaran Strategis Indikator Sub Kegiatan Satuan Target Tahunan
2022
(1) (2) (3) (4) (5}
Meningkatnya pelaksanaan Terselenggaranya lembaga yang Lembaga 20
pengarusutamaan gender dan  [ramah anak
pamberdayaan perampuan
dalam pembangunan serta
perindungan perempuan dan e— -
; ggaranya rapat koordinasi Cirang 65
anak dar tindak kekerasan gugus tugas Kota Layak Anak
Terselenggaranya rapat pencapaian kecamatan T
implementasi Kecamatan Layak Anak

Sasaran . Meningkatnya pelaksanaan Program Pemenuhan Hak Anak Rp 27,496,600
pengarusutamaan gender dan  (PHA)
pemberdayaan perempuan

dalam pembangunan serta

perlindungan perempuan dan Kegiatan Pelembagaan PHA pada Rp 10,389,000
anak dari tindak kekerasan lembaga pemerintah, non

pemerintah, damn dunia usaha

kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasl kebijakan dan Rp 10389000

pendampingan pamenuhanan hak nak

pada lembaga pemearintah, non

pemarintah, media dan dunia usaha

kewenangan Kabupaten/Kota

kegiatan penguatan dan Rp 17,107,600

pengembangan lembaga penyedia

layanan peningkatan kualitas hidup

anak kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan jejaring antar lembaga Rp 17,107,600
penyedia layanan peningkatan kualitas

hidup anak tingkat Dasrah
kabupaten/kota
Jumiah Rp 27,496,600
Dumai, 7 Oktober 2022
Pihak Kedua Fihak Pertama
KEPALA BIDANG PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA
PEMENUHAN HAK ANAK DAN
PERLINDUNGAN ANAK -
Ns.SRI BULAN, S.Kep Ns. KOMALA SARI, 5.Kep. M. K. M

NIP. 19680414 198811 2 001 MIP. 15780418 200501 2 007




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : MURNI ASNITA, S. Sos, M.Si

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IRFAN WAHYUDI, SKM, M. Kes

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PHP ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
= w\.’i
IRFAN WAHYUDI, SKM, M. Kes MURNI ASNITA, S. Sos, M.Si

NIP. 19790402 199803 1 002 NIP. 19790826 200604 2 005




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA TAHUN 2022

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Target
No Sasaran Strategis Indikator Sub Kegiatan Satuan Tahunan
(1) (2) (3) {4) (5)
Meningkatnya pelaksananya Jumish dokumen hasil dokumen 3
pengarusulamaan gender dan Koordinasi dan sinkronisasi
pemberdayaan perempuan dalam  |pelaksanaan kebijakan,
pembangunan sarta perdindungan  |program dan kagiatan
perempuan dan anak dar tindak pencegahan kekerasan
kekerasan terhadap perempuan lingkup
daerah
Sasaran | Meningkatnya pelaksananya Program Perlindungan Rp72,100,000
penganisutamaan gender dan Perempuan
pemberdayaan perampuan daiam: .0 sencegehan Rp72,100,000
pembangunan serta perlindungan
perempuan dan anak dan tindak kekerasan ‘B.”'“"'“P
kalnratan perempuan lingkup daerah
kabupaten/kota
Koordinasl dan sinkronisasi Rp72,100,000
pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan lingkup
daerah
Jumlah Rp72,100,000

Pinak Kedua
KEPALA BIDAN

IRFAN WAHYUDI, SKM, M.Kes
MIP. 19790402 199803 1 002

Dumai, 7 Oktober 2022

Pinak Pertama

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

MURNI ASNITA, S. Sos, M. Si
NIP. 197908286 200604 2 005




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama . WAN HAMELDA, SST

Jabatan . ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IRFAN WAHYUDI,SKM, M Kes

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinena yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PHP ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
A " o
-
IRFAN WAHYUDI, SKM, M. Kes e WAN HAMEL®A, SST

NIP. 19680529 198903 2 002 NIP. 19780308 200312 2 005




PERUBAHAN PERJANIIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Sasaran Strategis

Indikator Sub Kegiatan

Satuan

Target
Tahunan
2022

(1)

(2)

(3)

{4)

(3)

Meningkatnya pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan dalam
pembangunan serta perlindungan
perempuan dan anak dari tindak
kekerasan

Terselenggaranya penguatan

layanan pedindungan
perempun melalui satuan fugas
perdindungan perempuan dan
satuan lugas tindak pidana
perdagangan crang

jejaring antar lembaga penyedia|

Kecamatan

7

Terselenggaranya penguatan

layanan parlindungan
perempuan melalul satuan
fugas tindak pidana
perdagangan orang

jejaring antar lembaga penyedia

Kecamatan

Sasaran : Meninglkatnya pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan dalam
pembangunan serta perlindungan
perempuan dan anak cari tindak
kekerasan

Program Perlindungan
Perempuan

Kegiatan Penguatan dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan
perlindungan perempuan
tingkat Daerah
kabupaten /Kota

Penguatan jejanng antar
lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan
kewenangar Kabupaten/Kota

Kegiatan pencegahan
kekerasan terhadap
perempuan lingkup Daerah
kabupaten/Kota

Kioordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan lingkup
daerah Kabupaten/Kota

Jumilah

Rp 89,089,950

Rp 16,989,950

Rp 16,989,950

Rp 72,100,000

Rp 72,100,000

Rp 89,089,950

Dumal, 7 Oktober 2022

IRFAN WAHYUDI, SKM, M. KES
NIP, 19790402 199803 1 002




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : Ns. ISRAMIARTI, S.Kep

Jabatan . ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . IRFAN WAHYUDI, SKM, M.Kes

Jabatan . KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PHP ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
ap 'k
IRFAN WAHYUDI, SKM, M. S. Kes Ns. ISRAMIARTI,S.Kep

NIP. 18780402 198803 1 002 NIP. 19750805 200312 2 011




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Target
Mo Sasaran Strategis Indikator Sub Kegiatan Satuan Tahunan
2022
(1) (2] (3) (4) (5)
Meningkatnya pelaksanaan Jumiah dokumen hasil koordinasi dokumen 2
pengarusutamaan gender dan dan sinkronisasi peningkatan
pamberdayaan perempuan dalam  |kapasitas sumber daya lembaga
pembangunan serta perlingungan  |penyedia layanan anak yang
perempuan dan anak dar tindak memerukan perlindungan khusus
kekarasan kewenangan kabupaten/kota
Sasaran ©  Meningkatnya pelaksanaan Program Perlindungan khusus Rp102,3086,000
pengarnisutamaan gender dan anak
pembardayaan perempusn dalam s pencustan dan 102,308,000
pambangunan sena perindungan
perempuan dan anak dari tindak pengembangan lembaga
kakerasan penyedia layanan bagi anak
yang memeriukan perlindungan
khusus tingkat Daerah
abupaten/Kota
Koordinasi dan sinkronisasi 102,306,000
peningkatan kapasitas sumber
daya lembaga penyedia layanan
anak yang memarukan
perlindungan khusus tingkat
Daerah kabupatenfkota
Jumiah Rp102,308,000
Dumai, 7 Oktobar 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama

KEPALA BIDA/ HP

ay

IRFAN WAHYUDI, SKM, M. Kes

NIP. 187280402 199803 1 002

ANALIS KEBLJAKAN MUDA

NIP.18750805 200312 2 011
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama : SUGIARTI, S.Kom

Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . NETTY LINDAWATI, S.5i. T, M. IP
Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinera

jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

NETTY LINDAWATI, S. Si. T, M. IP
NIP. 197202P9 199201 2 001

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA,
PELAKSANA

SUGIARTI, S.Kom
NIP. 18780807 201001 2 016
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama . ENI YUSNITA, SST

Jabatan . PELKSANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . YUNI WELDA, SE

Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinena
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN PELAKSANA
DAERAH AHLI MUDA
YUNI DA, SE ENI YUSNITA, SST

NIP. 1977060614 200501 2 0086 NIP. 19821025 200701 2 005
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PERUBAHAN PERJANIIAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : RINI DEWI TOPUTRI, A.Md Keb

Jabatan . PELAKSANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YUNI WELDA, SE

Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Dumai,7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
ANALIS KEUANGAN PELAKSANA
L) "
YUNI WELDA, SE RINI DEWI TOPUTRI, A.Md Keb

NIP. 19770614 200501 2 008 NIP. 19760329 201001 2 008
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawabh ini:

Nama : DARNITAWATI, S. Sos
Jabatan . PELAKSANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . LILI KURNIATI, S.Tr. Keb
Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KASUBBAG TATA USAHA PE ANA
LILI KURNIATI, S. Tr. Keb DARNITAYWATI, Sos

NIP. 19770727 200604 2 021 NIP. 19660420 1§9202 2 001
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawabh ini:

Nama : SYILVIYANTI, SST
Jabatan . PELAKSANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama . LILI KURNIATI, 8.Tr. Keb
Jabatan . KASUBBAG TATA USAHA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumnai, 7 Oklober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KASUBBAG TATA USAHA PELAKSANA
LILI KURNIATI, S. Tr. Keb SYILVIYANTI, SST

NIP. 19770727 200604 2 021 NIP. 19830105 200501 2 003
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

MNama : LINDA NATARIA, AMK
Jabatan . PELAKSANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : WAN ANNA FITRIYAH, SKM
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN MUDA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
ANALIS KEBIJAKAN MUDA PELAKSANA
WAN ANNA FITRIYAH, SKM LINDA NATARIA, AMK

NIP. 19780430 200003 2 004 NIP. 19860616 201001 2 038
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama : ASTIEN SARI NOVA, S Kep
Jabatan - PELAKSANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . AKMALIA YARNELINUR, SKM
Jabatan . ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinena
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai,7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PELAKSANA
AKMALIA YARNELINUR, SKM ASTIEN SARI NOVA, S.Kep

NIP. 19821123 200501 2 004 NIP. 19811118 201001 2 010
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama . YENNI MARLINA, S5.Sos

Jabatan - ANALIS PERENCANAAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . WAN HAMELDA, SST

Jabatan . ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA Analis Perencanaan

| s
YENNI MARLINA, S.Sos
NIP. 19780808 200312 2 005 NIP. 187903262007012005
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel seria berorientasi kepada hasil,

bertandatangan di bawah ini:

Nama : ESTER PRISKA DACHI, S.Kep
Jabatan - PELAKSANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

MNama : FAJARIA RUSMEITY, SKM
Jabatan . KEPALA UPT DPPPA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

kami yang

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

KEPALA UPT DPPPA PELAKSANA

\ N

FAJARIA RUSMEITY, SKM ESTER PRISKA DACHI, S. Kep
NIP. 19780524 200501 2 007 NIP. 19850401 201102 2 002
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama - WIDYA ANUGRAH IMAN SARI, S. Psi

Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama - FAJARIA RUSMEITY, SKM

Jabatan : KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPT PERLINDUNGAN PELAKSANA
PEREMPUAN DAN ANAK

.4 2
FAJARIA RUSMEITY, SKM WIDYA ANUG IMAN SARI, S. Psi
NIP. 19780524 200501 2 007 NIP. 19930923 2020122 018




BLO € ZLOZOZ ETE0E6GL 'dIN

£00 Z LOSDOZ ¥ES0RLEL JIN
WS ALITWSNE YikYrYd

V. 4

HyNY NYid NYNdW3dH3d

NNONIMTYSdaLdn ¥1YdEA

IYWNG Y.LOM ¥YNY NVONNONTTESd NYA NYNdWIH3d NYVAVORIENId SYNID

ZZOZ NAHY.L YrHaNG NYIrNYrE3d NYHYENd3d

wnynH
wirniny ebeqius| 1ip eBequws) ip ueqioy ueBudwepuad ueymyEBKY uBqIoy 05 efequse| ip usgloy IBudwepusly
Ydd uojuIs 1sespde
Wdd luojuig isexyde wefepay snsey JasiBias ming
iejepsy snsey JajsiBal nyng UEp ISELWOL ueyepuiLad uBNYETEY ENSEY 0G UEp |SEULGHU UEYUEPUILLIEN
uebudwepusd ueeuesyRed
uefuidwepuad ueeuesyead EYIS) pENIE] BAED JRQLIMS UBYNNgay
eAep Jaquins usyningsy uenfeBusd gins ueunsniued usinyeER UBGIOY 05 uenfeBuad jeins unsniuay
snsEy weyo) (p Duetemieq Buel
snsey iseyoj Ip Bueuamiag jeqelad epeday uenyejusgquIad
Buel jeqelsd epeday uenyejuaqued jeins uedmsiad UBTYRISN uBQON 05 jeins ueydejssediuap
Jjnuuoy Anisy | ejsiBag nyng Wejepay
{ 1asiBa myng wejepey uenpe usiselsiuwpeiuad ueynyelBly UBCIOY 05 ugnpe isensuiwpelusy
ML) [ Japsifial ming uebuap
anue)  smsiBzs nyng uebuep ensas uenpebuad sensiuwpe
iensas uenpebuad isessiuwupe uedeyBuajey usesyuawad uENNYEEN ueqioy 05 uedeyBuajey esyusway
{Iip ‘EssLUBy OipnE Weyasad
(jp ‘miswey ‘oiphe ‘ueEEn) UBISEILSWNYDpUad
weyesed ‘usiEiea) URIsElUSWNYopUad jBe uedesiad ueNYEBY ueqoY 05 181 umydasiliagpy oRE R
yepun UEp yeues uep uendiassd

npefiuad ueswLBUSd UBYNYERIN UBQIOY 05 npebusd BwUaUBN ueBunpuyed epasueunbuequiad 1ewnp E30Y Ip YEUR UEp

SnSey wejep vendwassd ueedepiequad (uenduwasad yey ueynuaswed

SNEEY ueejojabuad Wejep IEEpUBLUOYS uep sepual usewensruebusd|  eyas sspusl uepipesy uEp

ueejojebusd wejep isepuawoyal sey usndwnbuad ueynyEEW SNEEY 06 nsey usyndwnbusg uesuesyejad elujeyBuiuapy ueeseiasey eAupninme |

e i g [ e W i
NY LIS 1394 L WIHINT HOLYHION MYHVSYS NYrNL ON
Z707 Usyegniad . uesebbuy unue]
[WNNa ¥LO0Y HYNY NYSNNONITE3d NYO NYNdN3E3d NYYAYOMIENId SYNIQ - UBiSE(] yesbusiag ELay uenmes




¢C0C NNNHV L

VIdANDI NVIINV[dAd
NVHVANYAd 1IVA ISV VNVONTY



[l NO13S3



uBUEAET usflunpugsg
I & 1
ueBueguolusy| eipaiusy eBequiay
uep uepnBuay| ueBuequabuad wEp
edusussyeya) | uEEnfiusd uepeday
sl uaEdngEy
ulimuaimnay w0 juEEdngey
U Y LBy
uegqioy uendwesd e TEET
e seseongs|  usgoy uendiusied
wep peupueoy| Beg ueniue) ueyin
usynpaleL| uBuBAs| uERRRALSD
fiumd uenpebusd RSy E| Bl
Jrifue; epuy (BB DL
UmLEAE] LB WER FEEUIpIa0Y
sﬂiﬂi_

umndiuaiad EIOUELRangEy
depeija; ueskseyey |  dnyBuy uenduiaed
_.Bihﬂ.inq depeagss) UnsRISyas
upjeiBanyg uep uipyifasiad
o ey gy uspEian| uEp
umsugsyeed | weiboid ueweligey

ERLE AU uEEAyead UESENHEY
L EELIEO 0N (1S UGS v b
LaLOp WERLnT LB |SRURIOEY Hﬂﬁ o e
uefiunpuyad epas
EjoyjusEdngey mpuEyE usmBuegued
YBiaEn BiDHURegEy iEnsas npedis) ueuedegad| weEp uendiusied
dnyBuy wendwesed L[EISED T LB B g E| uEBABpIBgLIRd
depeyim ussargyay|  deyBup uenduaied sofinged yajo venpeBuad uep sepund
ueyelacued| depeysn VEsRIEY uendiuiauad uendisaag ueuefueuad Epedepuaw| LeBwEmSLEUSd
Loy Eey weyelanea g jEeg Ledunpuiied uebunpuiagd Buid ymaE ey UBaY YEUE ueBUesyERd
s £  uSuswep yEwnr umElan| 0596°CEL BEF HZ ehuegfuap weiBoid | 56 6 | &6 | &6 = % wep uEndwsled uBdnyes shueyBurEpy
Ti Fl EL Zl ik [T} f ] F ] g v £ F
- A ETNETN I
L | UERESHIGENEN | gng jusmBent oed PRNML VT S pcceos [—— s famee R umiEsES Cip | SIBSIENG ueisseg | oN

ZEDZ NNHYL
YNNG ¥ LOW HYNY NYDNNANITESd NYd NYNdiN3E3d NYYAYOHSENS SO
YrHINE NYIFNYTE3d Y 1SHY WNYINTY NYHYBNY3d




ueBunpuiiad




33

AEH UBnARLE Ny
weifiaig 0L 0o g | yedeT eyoy emcesuEd oyg




ugndidaiog
urefepRguwad
UFP JApUErD




0 fua R OnGEy
LR B UBBLBGRT
¥ELE [SEULIQHD URR weue uep Jepusd
G0r'ZIR'e LA £Ep Blusipens | mEp LERpaALad
L] R EoyuEEdngEy
£1Ep upebEquieny | yesep jEybug B sep
umsjep youe | UBEBequEE weRp
uep sapual yepdis HEuR uep sapual BT
map ueledusd uep|  eEp ueieduad L) B P HEUY LUER yeuy
smeue veysicbuad| saEue veepjabuad Aapuasy epdia g UER japuas ERY
‘ugpnduwinBuad ‘uejndinBuag EyE( wELRLE{ | WSS ueejciabuad
B'Bag's UEALTESd L BAUBUREYEYUS | uzeifian| DOB'BET'EL BAugey BuiLapy wiesBoug
=0 | UapmandEy
WO sepsBdey urBuouanay
uryEBLmEu wWeEp urnchuajad
{3} seNnpa uep vandapusquad
EFILLIJ FERILITLAIOY 3] sEnpa Uep
v e quraBusd | SEuuc iUl EEgunuTy
BOE'50 umgdion T afuSUESHES ] umfumquiafive
eyoouEedngey)
uendigsg uefugummay
LeefEpiagquisg ueEndiazd
eipafiuad ebeguisy ususiR|
uefusquabuag epaduad elegua
uep ueEnbuag| uelusquelivaw uep
PO a0 e By glusupsyeps| | usEnbBusy uepdiay
fLIDUDYE (R
[EEOs Wrgn.y egiad ALTUEYS e
fuepsqip uendwasad| [EETs Wy Hinod
madmgmd| Suspop wenduasd
uagEnbuiued emELed
s uejEgBusLed
00Z 9Zv ET4 LIRS BALBUERNRLA L EESIEHOE
EJCY fUETE N
uebusuasmay
LIEEs BUEARRLE uepEyEedseLay
mesusbin eped sl
WBUEYT LRp BS0S|  BRBO RUDUmE LR
Buepig uendusuag|  Buepig wendwsased
UEBARDIROLIRS uRefsp AR
00Z'92F EEL UEWIEDSN BAUBLEENEL | L B
weneinjy 183550 |
Elkichd WEELLEY
SNl vefudivepuad
EAUTUEEHELE |
q uBsaep
ey Buead ynayEs
Eiblcld HNSBLLE ] HNEBLE)
Bid uesuesyeRd|  Snd ueeuesyERd
UELEmiEY § veBudsepusd|  uebuduiEpusd UED
KT %001 ssEpesiag 8]  UewEioay iBEN0ADY







Il NO13S3




SIHY1IHNIS
L9 B84 L51'S WINAC e Hvl
YR UElUUSLEY
yEpiaibsd uesn | ussn Buelunday YesEp
Euelinuad yeisep B Wi UEuEY uesiun
i Bumisg)| OUEIER UEEE|RIURe Buslunued yessep
0o0'0L uERg hurgEdis By ueng | Bumsmg eluesyads
ymiang
yesep yewpswsd|  gEpaiBwed Lrsnan yEEep e W
uesnn Buefurnasd Busfunusd esul| uEsrun Busfunusd
goy'aig  |uEng esemlumpenia)| usEpatuad LRgEIBa) ugng egel ehumpasia |
ymizop jefiueied) imsEc) yrJeep peyfun ad
AN i SRLIpE rEyusiag W LTI SRS
________ %00 FEOWISI0 | HEAsLAURY ueeiliag = Gz FEEuERa
Eped yeis yeiaEp Ty OurEd
W Bueseg YBiEEn] eped Yessep sne
BELEIPE wnfusiag aped e ey mELSUILPE
ueepgebund| ymweq wy Susieg ueepa|abuad,
ool b Yoled BEEJUEIT,]| mEgEunY ueElsy & =4 o ESEWIDE
] SRR
ueBuenay gl ! 0 1 0 | | | | ,ueeeqebmsad
mEEgEuLpe| eyl wiuenay usflunay sERSUWPE
oL 500 ssuwasIRg| meisuLDY une ey 52 &z ssEEs
AR LR R
ienduzsed unBunissed
s uvmunfuagquuiad
yeusp jenybuesed yesaep pEyiueig B AR nOEY r weep uendwaied
e LEp Eliiy ARTHEAR yaep|  EoyesEdngEy Esbumd s veslepiaqurmd usp
umfifiusbusd| wop ‘vesebfuetued LB | R ST UBILRLS) uep ueebiusbuad o5y upEEnsruBBuad
ueeuesuIEd EBUBE TR vesiun Suslunued| wesnpn) Bumfunuod LEEuEIUREd)
16 L ELES SO0k LIBLLI 0P YL uepEifay | Le9'SRL ISR'S | W00l ikt dnlintal weboud) &7 52 T4 & oo i LSLUr e YEaLnr ]
£=L = = c
[BiLeTNG) vAAL [ EML TEME T LML [ e
rfeg el | vty soEspu| uepmEay niiey WL |0 sy xoeply weibeu Fr——— ey [GEMEE | LR iR ! &
. MWN0 YLOM
HeNY MSMNONTNTE NYD NeNEE34 NoAvdd Symid

il N TISES
ZEOT NNHYL [SMWY YNYINTH NYHYENEId



B0/ BaEdngEy

uebueLamay
PR IO
VBN
Buef UBSEIGNEH
UEGICH
ISEUIRIO0Y uendwisd
ueynpawaw Buek|  |Deq veinfue)
esEIaNay Loy ueyning
wendwaiad Beg UBLEAET
pegning ueuele] ueE|pafuE
000" ¥l 67E UBUBAET DF eAuBipasa | ueeibon | 000 #F0 BYE € |
Bjoy/usjedngey
yeszep dnybupy| ejoyusiedngey
vendwalad| yesaeg dnybur
depeima) T T T
UESEI¥N depeijia)
ueyebasag ueseiayay uESEIEYaY
uejeibay HseH ueigelaauag REPU UER YEUR
000001 2L UHUNYOQ €| LaWnyog Yejwiny ueybay | 000004 2L b z uep uendwasad| Z |
e uaEdngey vebunpugiad
Lessep jEybup BUas
uendissad ueinBuagusad
uendiwaied|  uebunpupad LB
ueBunpuyped UBUEAE] Uenduwaisd
ueuRAE| m_uwrﬁn_ usefepusquad)
epaivad efequa) efisquus uep sapual u
uefivequiabuad| uefusquisbuad pendwaiad Geg wendwaiad| uendwaed] eewsneruelicad
uep uepenfuad| uep umenfilad uefunpupad uefiunpuipiad B ueBunpujuad ueRUESYEjad
0S6'686'0L uging 2 BAUBUESYE|E L e e T 5602 | edupeBuuapy wedkid %OZ 02 % efueyfuiusyy|  elueyBuuapy
Ll gl 51 ¥l EL ! Il 0k 8 ) L ) 5 v b=t z
i L] EmL] 2L E ML yeunyes e i .
d jalise | uejeibay JojEyiDU| ueye|iay niey ﬁwEm ._.“.LEnEF_ JTEN U wesfion SE—— yafism L uemEs | EEﬁ.ﬁE.ﬂ_ 1S uBIeseER

IVINNG YLOM MYNY NYONNANITEEd Nvad NYNdN3d3d NYYATaOHIBNId SYNIO
FWOILNO

ZZ0Z NNHYL Il NOTIS3 ISHY YNVONIH NYHYENY3d




Z00 | E0BGEL Z0F06L6L dIN
IS W WHS IONAHYAM MY SH

vEnduraad %?N:E..Em Guepg ejeday

0GF L6828 Hywnr 0S¥ L6LBED HYIwnr
Fio/LaEdngey
Weaeq
1eyfiul g snsnuy
nEEuEr_ni_
(ueing) snsnuy|  UEYNUSWEL
ueBunpuijad Buek yainy
ueynuawaw Buel| (Geqg usuelde
s (Geq ueuele) BipaduEd
eipafuad ebeques) efiequseT
vefuequabved| uvefivequstivag
uep ueenfuad| uvep vejenbuag
000'g0E'Z0L | uswmyops)  edueuesiens) uejeiBeni| 000'90¢°201 .
eyoyLajedngeEy
WEJIZED] BJ0M/USEdngEy
dmyBiuy yeyd esed| yesaeq dnyBun
ueyleq)sw Buek yeyid ered
seuy depeysa)| ueNieqiay Buek
ueseiayay| yeuwy depayial
ueyefiaauag UEsRIaYay
uepelioy psep|  ueyebaouad
DO0'05E 84 UBaWnyo0 £| USWInyog yepune uegeifiay | 000 0SE'8L L
uepng) snsnuy]  yelaep jeybuy)
ueBunpu)pad) FSEUIRIO0Y
uENnuawaw Susk LN ELLEI
yeue Beg ueueie) Bues snsnuy
uEng Zi BAUE|PasIa L ueBunpuped
SnEniy TN TETITET]
uefunpuipsd fiued yeus
uEsnpawaw fued iBeg ueueie| HELUE SNSNL HEUY WELIE ENSTLY
yeue 1Beq ueueie ueeipakuad ugBunpuiad| snsnuyy ueBunpuipad uefinpuysad
005 L0D0L SNSEy |2 ehuE[pasial uepe fay | DS L0008 S eALEy BuLap wieifioad WOE or elupybuan




V00 £ E0QSE L DEGOSEEL diN
INYAMNAS idd3H 240

— D)

¥EUY UBP J3PUSS) (SBUIIOJU| UBP EjEG Ouepig ERday

a0 =T HY TN 00a'esaol HyAnT
WEUE
uep Japush
IBELLIOjU)
Epill
efusipaas| - eEp ueebegquaiey
ue|ep yeue
DoF'sLo'e LISWINHOE] | prord elueipesia) poy'ein'e —
i UBSEEYEY
xy HEpUI| UBP yEUE
i UED UendLUaEd
JeBunip egep RO BN
- ik ueunBuegiusd
wejep
HEuE uep jspusb G EHE..&EFH
eEp wveifeduad JELLING yeus g gt
i u uep Japusd B0 I HEUY UED UER JapURE
uep ssEUE B0 1P Heuy uep P Japu P idiz) | urewepneebus
rewnn ueyejofuad ispuag) yepdia) |  EIEP WSS EpUD) EEEM e _
B30y 1P HeuE sewsojln|  ‘uepndiwnBuagy BB UEEBjUELE.| UERD@buad Emnu_._,_.n_uﬂﬂ_n s 15!. i
00y ZZe'e USIMog L | UBp EEp BAUBIDSIE | ueisiBay | oob ZTR'R W08 eduEybuuap weBaiy %0E ey ey Buizp
It ] [ L £l 43 it (il B |8 n_“E _.mE S =€ L4 ,mm
P AALIE ML LEUNLE]
e @B ueesban Jolesipu| umeifiay nieg wiie) | weiBoid olegpy) | weiboid e obie] wesfiold imexipy) | HEaEgs URESES

YN TLOM HYNY NYSNNONITHId Nva NundnIdad NYvAYOHIENId SYNIO

AWOILEND

ZZ0Z NNHYL I NOT35S3 1SHY YNYONIH NYHYENHId




OO E L LEBE6L FiFDEISL
d 'S NI 1HS N

/MY

seuy ueSUnpuISg UEp

SELY WEH UBUNUaLWIE] Duepeg Beday
00r 66605 dd HY T DOrBee 05 aa FIANE
Ejoy/usiedngey
weue dnpiy ueBueuamay UEBEFEYEY
ujeyBuued ueueds)|  weus dnpiy sejeny VERBECR
eipaduad eBequa)| ueresBuusd usuede LB YEUE
uebuegusbusd eipafusd eBeqlus| wep wenduwasd
uep umenBusd| ueBuegqusBuad uep uebunpuipad
OoW'0lo'Dr  di | yeus wWniog gl elueuesyeps ||  ueenSusd ueeiBay pUas
ueunBusguad
T [ i
Heuy HeH|  uebusuamay Byesn uendwsaad
ByNUBWEY Weep|  eunp _i___,_rﬁ__ ueBfepIsaLIag
uesadaq Busk eyesn P — {wHd) AR JNRLI) L
ejung] Uep ‘yEjE efeqLua eped 004 < Weuy yede Heuy HeH ¥euy yehe noy | ewensnebuag
uon YejsEL | wHd ueebegwspd eios soys uesedea|  ueynuBWSd ioys ueieden|  ueeueswERd
poo'eeeor  du | ebequsioz ebequis yejwnr ueieiBon|oov'EEe0c  du | osL efuexBuilap weiBoid 054 054 I0HE efuesbuven|  sfueyBuuan
L 8l 5t ¥l EL Tl 1 i E | 8 | £ | B g ¥ IL=E z
¥ ML E AMLIZ AL]E ML ouin
nfed 1aie] uEjEBany JojERpyY) ueEfiany nbe i) |weiboig soyEyipu| h__..m-nﬁuu__n ———— EE_.H_.. uenpeg |Wweibold solepu) sibajens

MYNY NYSNNONITEID NYO NYNSWINId NYYAYORIEN3d SYNID
IN0LN0D
ZZOZ NNHYL I NOT3S3 ISHY YNYONIH NYHYENEId




VOMVITTIH
NYNYHYLIH NVO NYTIDNSNSD JNOIH SYLITYNH NYLYADNINDG DNYOE YV ivd3d

[OOABELLIE  an - I O06 B8L LLE L Leywng
usfusuisbusd
uep usjenbuad By ANy,
EhUEETEE | Bty
wEiniBey) uendwssad uendisaied
UBBABD QU LBue ey ueedepiaquiad
epaiuad ebequmy usuRiey
Wiep uemnbusd)| weBisquiabusd ca_
DOCEdL e dy SHIELIEDE Y efusuesyejie) | uepEnfiuey usediog
(umpEeay e dngTs
| g daeway usfueussay
meugefio ey ARy
EpE MIDUCHE WED el
[LLSecs .g g ﬁ.ﬂ Eﬂiﬂ Bl AT
Buepig uendwased| persos ‘wminy “yayod HELUR LED YEUB
imakepisquad ueiepsaqusd \mp Umndusasnd
OO BEr ZE UERLUBIEY | BAUBLESYEE | ueEfiany ueSunguyad eues
P S pETnE EONLEEnGEy ymunSusquisd
e fELamay T ETER WiEmED uenduwEed
yEuewad eflequal| yspsied efeguie) UENELE uasfepaqiled
eped (o) apusll]  sped (nd) pueg uBEEpIaGLIE — uep apush
weyTsuel venwEnsueliad
ot bagl  umeLEneniEiLEy mwng EoN ip|  UBp Spues U
veeBequaed ummBaguineg Oy asspeniad| sEuEmsnE S um:n!:tka_ ueEUBE|ad
poFLo2'ia  du FRELIARIEY umeilen| 006 'BB.L dy ALy By o el Ly eluesbiuusn
Zi al 5L T ik [ HER z
welfiag ;
T ialeg e B JcvEiou) uEpElay nlle weiboly siEyipy) | lomiaid Al WEAG UBIESES

ZZ0Z NAHYL I NOTIS3 ISYY YNYINIH NYHYENE3d

AWOILND




Al NO13SS3




DO0'0FET L dy wg
DO 00 TR urg
D00 D 0aE ]
(4= ped] wa
DO B E]
g ing
DO0EEL L ujg
PRELFLES L
008" e ar 7] ug
DOE S0 k1 dy| uwEZI
(G R O dy | uBZL
00Z 1659 oy | WEzl
1] 4]
gy iy




FEgE |ELHEEISO0, weliumdey
AR B DU P Rk SEi it}
ururuad uep ‘el ueR STy L umiA2iad uep
BAE U el vyl AP uRRm e
DOTOFE L 153 2 0] BRuBIE S | ESE] LBRIDBALY g 5E BAUEIDSTS |
uimjec] sEuig
LR Frilgh Ll SHac) L) LEE IR
seup welueiciad CERESPUN N SRR nBjE SEuE UrBurassd
uenepiy yiled|  UefuRossd usREpRY e P Yiled
unp urmamyEaad ) qefed vep L e D LRI
elmg urEEyiRwad whe ey wiE ‘UREgbuad
COODE0 T waz e AR | wap| uEepaiiE U eae sluspes)
an!._ ey
Lufii A | iajlEy ifie deedeped wirnun wiwsdinad
000'D0%'9Eg g Zi eanl plumpasia ) eso| vempabuag =g el BAUBIDIRS ]
WL D 1 S I8E LB IR A LBp i R
Jagitins ‘peeyjuriny | alep Jaauine ‘EeunLE SIS PESTRLITLICY
pol'ssaTzi du U | wen| plumpssie | el urmpadued uBnE o] BAUBPEEIE]
JanAusi e Taandiiamiis
waf upmpaduad it lunie jruns vaE urepaduad)
008881 111/ frd shusuesiERl | s eee vempaiiag whLETee |
QS HERrELIR Qeiis (dWE ISEFTRLEY
LEp ISsUpIoe e | SSRYrEuy URD ey Eni-_sn.os__!!_
QLE'SPEEEE um £l whuneffusesa) |  jides gurseBBuaalung =g e Db |
uliepun
Blmpuried
s uefiumpun-Guspuruad ufuapurr-Buepnisd
uRp uERIED|  wRINEsd URD uERIeg U jBuS] ep LN
DOo0'REL L uazl UEED BAUBDStE | uByeg uempiuag Ligjig G ARpEIS |
ueppefifued
LB Wi upEpueifiad
Burieg ummmgay usspusfivad uep uep Weges Gueieg
gRE AL TS wEl wiuspasia] | weeo Boesmg uespaiiad uEng | usyrqngay eAuEhesa ]
sy oy ey e S| |
008" 13 08 ug Zh veigery eiusipasia | | gbor ey vempaluag c!.L LTE BAIESE
wibum |
LN LR e wiibium piifue | yewny iiﬁﬂ
DOZ QIO L WEEZL | eAuEIpIeIE | R uespaiuag UBNG | uEieiRRd RhumpEES | amrchins e s
ey s weunduegiosd
ST D L sopuey vedeyfusyad ¥EUE UBBurpapad TOQUES S4] E wewp uenduiaisd
055'5a6 L whuipass | |ump unsmsd enpsivag wpuehpazedl $ 2029090909090 | € | B | B | £ L & UM | usgnghioey BlusDesE] Fniznsapund
iy sty Leurduiy aufepsgiced SRR v sapuat
1AfuR IR s uefummuednigey Bumpe pouimued | YRS IOl UBLn R vemunyrranieduad
LA Lo [BLATRSLY wesnan Busdinuied BN AT T i
Al uig Zk wivmponia)|  usvodwoy Uespalag|  EOSCRROYE | WO semuaniag| Busfunus g webog £ Zh LI | LGy Rl | ey Bty
£l Zh T [ [ E=l E] Tl [ 0l=E [
{uomng) Ml | eml [ZA
nfieq wplie] | umeben ouegp ueEBay ang nBe3 TS [ g wmifiolg usunigey wliey | usnies | e gng el | sbaiees useses

[WAIE WLE SR NVEINNONITHd NY0 NYNdNEHTE N AYOHIBNEL YN0




niEge anguy Bunpal




008’ 200°0k HTRnr D05 L00'0L HYINNT

UEESREYEY HEPUL UED
By uEedngeEs WEuE uep wendusd
ueSUBUBMEN usBunpuisad
WEERIEHEY sngnyy| euss usunbuegquiod
EioY Uendisaed vefiunpuyiad LiEEp uendwased
ifeq jEyaieisew TR ueeiepagued
snanyy vebunpuged ueenpebuad Bued weue |Beg UEp annﬂ
uynjeLLe W Gusd Ui Wi SnEndy JERIEAGEL E-FHEEE:E%

weue ifeq jEyseisew uEEipa A veBunpuiped|  §ELE STENLY ienpefuad
005 L0001 usngeuad yejwny umeben| 005'200'0L | %o | séuexBuuey]  weBunpunsd (2 isnsmy Ly efageiuiue sy

21 5i ri EL i ol [ ir CL=E z
EpEifiay weBoig AL |EAML [EAL LML yBunyE | JEgEEY
PR ._:w o3yl ume)) an nbed _.ﬁ_:. — Wl reteRd BOmL | POeL VSIS gng el e -

IWINNQ W LOM Ny NYENMONTTNI NYD NYNdNIHad NYWAYDLEEREd SYNID

ZZOZ NNHYL A NOT3

AN
£ 1SHY WY DNEE NYHVEMMS




L0 Z #0900 5Z2.0086) dIN
AN LLNYIINA O3 LLS3Y

¥\

Ydd Ldn Nl Beqgns ejede)

IYIAING Y10 ¥yNY NYSINNONITEId Nvd NYNdWIH3d NYYAYOL38N3d SYNID

1Ndino

ZZ0Z NNHYL Al NOITIS3 ISHY YNYONIY NyHYBENY3d

000202 €01 HY TN D00'80€ 20k HY Tnr
UesesINay
EjoW/uBiedngey epun
uebusuamay HEp Heue
ejoyusiedngey SNSTILY |uep vendwasad
uebBuevemay|  uebBunpuipad uebunpuipad
snsnuy ueBunpuipad|  UesRPBWBLY i epas
ueynpaLaLL Buek uebunpuipad uinBuaguISd
Gued yeue| weue usuele| uBynj el
ueueie| eypafuad eipafuad Sumi sypus EEH:H
ebequa| efep efequsal Begueufey| Y
Jequins seysedey|  eAep sequins wpedved
ueeyBuiusd seysedey ebequei| uep sapuab ue
ISESILOUIS ueeyBuuad ¥EUE snEnuy weue ueBueawabuad | Bwensniebuad
uswnyop | uep iseupiooy sey 1SESILOIYUIS uswmjop| ueBunpuipad| snsnuy ue uep ugienBuad|  ueeuesyed
000'90E'Z0L g UaLINYOp YBjWNr| UBp ISBUIPIOOY | 00D 90E 20} G ehueieyBuiuapy | Bunpuied Z | & ¢ |uswmjop| efueuesyepa]| eAueybuluai
7t 5t 5t P o Zl 1 o682 ]8] S L S oS
ueeibay wesbaid b AMLIE MLIZ M| L UEjRIS + |
nbegy jebue | QNS JOIENPL, ueeifiay gng niied 1efie ) o wesfioid :mEﬂmanm _mmHh|L_.| E_.Em__, uEMmES J0LENIpU| uBIESES oM




(Laf)
NLNALYAL TYNOISHONNA NV.LVaVI



WONN NMHY 3434
[T 4 HY TN
LEnCroD G E] i usuIm{og| ‘< uswimpop YspnT|
a
ol e i 40 elewy jsesips:
Jesmyl wep eleuny uep efisun tmedes Ry uep elmun)

4 LA OO UL RN,

UG V(] UsLegnIse
L uaLmag LBLUMHOP BRI

L USILINJEN] | el UAIMTOR Wejunr

OdMS WHH uegEgnead
b LALLM LBLUMIHOR LBjuIny

o
el Umursop ueunsnuEd eue uebiunpunsed OiS weEp uEndussed
Thop Ry e tyaraes: _ | pewojoq] v usumop ey
uesiepiequad)  EjoLEEdNgE
yelaep eyfueisd Buepig yeuuswad | jeiee Euuewed| yraep eyl ueeErsneiusd
esfuesed vesusauaEd uesrun Buelurssd] uesnan Bushmu UEEL a0
USILLIMSOP URjlunf]  Lsuinop Ueunsndus LOg'LELTE %001 BEEUERE wigBo | 1 i z LT UunEaR YepLnf 1t
L1 oi OL=E A

o) weibosy | TML]EWL | EML]EME Loy ety cemes |ueiesien ang iorepy

N YLOH
HYNY NYENNONTIEID NYO NYNdNEHE3d NVYAYOHIENEd SYNID
Lnd4Lng
TEOT NMHYL ISWY YNYINTH NVHYBNE3




LO0 Z L0FE6 L 22210061 dIN

LN ‘B0

YONWN MHY TYISOS HONNANSG

DOF'9SE'AL O HYINnr 0o¥'gse el Od HY TN
Ejoyy/Uajedngey
yeiaeg 1Eybun
yeue dnpiy sepeny
uejeyBuLad
ueuehs) mpatuad
efivgiua) \eq yeus
ey uveynuawad
sEYnpa
(1) ey UER [SEWLOjU youe yele
HefE] sewuou) EEYIUNLLIOY isetuogu) veEnbusd)
go¥'loz'd Oy Gz efugiebbusjassa | usfueguisbuag | Gz 52 fueig| =dusiebbezasia ]
UESE Ry
HERUI UBD JEUR
uep uendismsad
yebunpupad
Eo/ Uaednge Byes
Lefiugamay ueunfueqiusd
BAESTE weep
eipa _u_.._-ﬁ___u.iﬂ.n_n uenduased
Liow ﬁ_ﬁsﬂ ueefepiaquiad
uep Japuab
WELYd| ebequim) eped yeu yEUY (v
ueeqwad|  yey veusynuaiEd yehe| B)OY]  NEUY YEH WELYd ueeuquiad | ueeweinsnebusd
vep iseyyday| uebupdwepuad vep 104e uepdes| UBYNUSLLIZ] uep meydal .w__-uﬁnﬁmﬂ_
oo0'sEE'0L dd oF ehueiefifiuajasial | ueyeligey seyoepy| 00F'059'61  Od | DOL< | eAuEyBuuegy weaBad| oL ok 0z oF Bueigy ehueieBivapsial |  eAuEyBUUagy
Ll oL 1 Fi £l cl kb 0l ] 8 L 2 g ¥ SiL=£ [4
PAAL] EAAL [ 2AAL | L AAL uEEha )
uEjEGay wieafiong LALLL S TS T Y " iDay Y —
nbed ¥ofiie L qng IoiEyipU| usieieni ang nbzd alieg JonEn g weiliose) uRBUESYEjSd 1abe ] jafie ] b qns JopEyipu|
YNNG YLOM

HYNY NYDNNONMNId NYa NYNdWaN3d NYYAYOHIENId SYNIO
ZZOZ NNHYL ISHY YNYINIY NYHYENY3H




LLOE LODLOZ ELEDSLEL 'dIN

=X/

YONN MHY ._EMD_WLIE.__.E-E

DOPSEZ ¥l OM HYINNT DOP'SEZ ¥} OY HYTANT
YEUE Wnigj NEUE LLIN0)
injealy yeus dnpiy ImEjaw yewe dnpy
sEyemy uejeybujuad sejjjeny uejeyiujuad
UBUERAR] YEUE Wnoj uBLBAR] ¥EUE Wiruoj UBSERNEY
Mg yeue dnply InpEjeLLL ¥EUE dnpig|  HEPL] UED YEUE
HEuy | sepEny veeyBuued weuy| sejpeny ueieyBused] uep uendwaad
o4 gL eAuesebfiuajesia ] i ol g5 wruod|  efvereffua@sin) (uelunpuipad Bpes
Ejoyumedngey ueunfuegqusd
uefiueiamay weep vendwalad
yeuE yeue yele| ueeAepiaquiad
efvenjay|  dnpjy sejjeny B0 JOHS [T efsEniay uep Japual
ueseieagquiad uejEybujuad ugieden| yeue ¥BY U veielepagquiad | veewwensnuetivad
iesnd ueuekejad ueusfe| phu| synuaiwad esnd veueieed urpesyead
00v'SES'PL  dy ey 51| eAupigbBuajasia| uemipaduad| por'sEz bl dy 0Db<| Exbuayy| weibaid ol 5 5l fey|  efuesebbuaiasis) EAUEy Bua
Ll gk St ¥l £l Zh 113 ol & g L 8 5 ¥ §h=¢ £
uegEiBay weifiaig vMLIEML] EML | EML ypunye; ueiRibay .
niieg jolue) ang JoyypY| ueeiliay gng nbed yafie) e wesBoid o ot AL poer |"®S|  gne smespuy sifigiens URIESES

IYIWNG YLOM

HYNY NYDONNONITEId NVO NYNdWIE3d NYVAYOHIBNId SYNIO

LNding
ZZOZ NNHYL ISHY YNYINIY NYHYENY3d




A0 Z LOSOOT BLPDBLEL diN

i ity

..__Ruh._-.- MHY THIS0E HITINANSd

005 96F L2 OM Hy T 008 B6F 42 94 HYWNE

Heuy » Heuy

yede usjewenay| IOMUEEdNgE) WedE UsELIEISY

u sejuawa|diu) bt sEjUEwa LY

eeweoay| uesedesuad jedes|  1EBul yEuE ueredesuad jede)

| elumieBBusiessa|| NP SElENY 1 L ueeweoey| eiueefbusissiag

uejexBuilad
UBUBAR

HEwy Nede eipaiuad HEwy HEAET]

ey sebng snind ediegiu oy sedfing snfing

Uy jedes | smjue Buuelal iSEUIRIOOY Jedes
002's0L°2L gy | Bueipgg| edumebbuassia) ueenbivag ca o8 Buesn| eluesebbusgaein] UESEI
TEOTE T —=| wEpur Lep yeue
BYESN BUNg uep uendiussed
uEp Bjpal ueGunpuiped
‘yejuuswad ELEE
wou ueunBueguad
‘yeusawsad WEEp
eieguay uenduigied
eped jeue yey ueedepiagued
UBynuswad (it uep sapusb u
yeue yewes| vefudwepsad Hewy yede ejoy|  ¥euy yeH yeue yewe | eewensniefusd
ebeque|  Bued ebequa)| wep ueyeliqey song uereden| ueynuawsy Guel efequia)|  ueBuESKERd
Q00'SBE'0L  dM 07| elusieBBus@Esia) SENGADY | DDA'O6Y L2 B | Od < ehupeyBuiuapy weiboid oz i efipque | elumeBiusesia)|  edueySuway

i gl Gl wi £l 0 L [ & [ 3 g 5 F gL=E Z
uejeifiay PMLIEML]ZML | LML yeunye; uegEBay
nbeg el ] qne Joiespul uereifioy ang nBegy afire)] (wiesboig ioiewpu) | weibielg T T by uemEs qng soEWIpU| _Emia AN
NG YLON
WYHY NYDNNONMEID NYD NYNdiNIH3d NYwAYOHIEWId SYNIO
ndLng

TEOZ NNHYL 1SWY YNYONIE NYHYENHId




L0 Z ZLEDOE SOS0S.6L diN

daw's J@%

YONW MHY Ny eI STy

000 90E 200N HYTnT 000'B0E E0LdM HHinr
Ejoyjuaiednges|  ejoMiusEdngEy

uefuelimaay SnEnyy YEgDn UESE Fan{ Y
ueBunpupiad]|  jewBun snsnyy HEPUI) UED HEUE
BT BB ueBunpuiyad snsnuyy wep vendwasad
Bues yeue BN LU usbunpuisad uefiunpuuad
ueuele eipafuad Buef yeue uEynpELEy | epes ueunbuedguwad
eflequuay efep) uveuede) gjpadua Bued yeue fea| weyep vendwasad
laqums sejsedey efeqium edep ueLeks| spsiuad cun.#ﬂBEH

uejeyBuued| Jsquing sepsedey efequiz| uep sap
ISES|U0E uepetuuad SEUE Snanyy|  WEUE SNERUY ueBusguabusd| usewensnebuad
UEP ISEWpIO0Y [iSeL ISESUOIHUE veSunpuiped| usbunplgisg uep deEnbusd ueeuesyE|sd
000'S0E'Z00dy | Uelumyop G| uBlwIHop Yepunr|  Uep seuipiooy| 000'90E ZoLdH | %or ehupEyBuiiay weiBoid £ [ G uswnjep | efusussyEpE] efupesBuiian

L1 gL gk [ [ £ (3% ok [ ] ] 8 [ r GL=E Z
PAL [EML [ ZML | AL
uejeiBany wesBaid s o
nied by A s uegeifay ang nBey @l prisi weiBoid i L Leunye) elie)| uenes |umEBey JoEyipu) | SBalRES URIEsES
IYWNG vLOW
WYY NYSNAONTTHId NvO NYNdWEHId NYAYOHIENSd SYNIA
Indino

ZEO0E NNHYL ISMY YNYINIH NYHYENHId




#00 € LOSOE ETLLEEEL diN

S ’in

VA

YONN MHY NvsWYrIa3H SITYNY

0DE'90 L Bedy HY AT DOE'801 Bdy HY TN
eloy/

uajedngey UESEIGYEY

uefiEuamay HEPUTL JEP YEUE

uendiialag uep venduwared

ue ueBunpupsad

Blosuedngey | eXeuaquag eyas urunbuegqlad

veBusuamey (=314 ) uendwasad weep vendivaiad

DNed| ISENNPF UEP veefEpiagquag WOS sepsedey ueefEpaguIad

uEBUESYEad ISELLLIOL| uep ueyieybuEw uep Japuab

ISESTUOINUS| IS0y IEWNG 210 1p|  Japuas) uee weep 3| veswensmefivad

UED FSEURIOOY u Dy asejuasiad| wensruetuag uefivequabusy LeelEsyRd

poc'sot'pady | veembew z | elusuesyeps) |eBequisBuad| poc'sol'gedy | w0l | eAneyBumapy wesboig 4 (4 ueeifiay eAUBUBSYEDS) eAuENBUILERY

Ll 13 Gl Fi 4] (43 LE al ] g L o) 5 ¥ Si=¢ 2 b
ueeiBay ue Gay weibaig AL TEML [ EML LA Hugunyey uejeibiay ki
ned BORL | ang somewipul ang nbed  (BBEL| L mgpy i uEBUESYER] jalUe] oy | """ | gngaowpy | SIOSEAS URRsES
IYWNO VLONW

HYNY NYDNNONITHId N NYNdNIH3d NYWAYTHIBEWIL SYNIQ

AnNdLinG

ZZOT NNHYL ISHY YNYINIH NvHYENHId




P00 £ EOEGE L BZB0GHE L dIN

P
Yann ITH WTIES SITYNY

00F L82° L9dd HYTNOr oo L52 Loy HYTHINT
WYEIDED

jEsbumad SOdd ;w%.ﬂn_ ey Beiad

yningasip Sddd| snsewula) Snd Yrun|asip SHdd
WNEBULS) SNd ueeUEsYERd HANSEULR) .r,.__.wnn_ UBSEIBYaY
uepuesyeed| uefuidwepuad URBUBSHEIST! yapu) uep yeue
upbudwepuad|  uep ueyelgey uebudivepisd| pp uendwssd|
oor'ey0Edy | %001 aseesiag| ISENOADY 0ol ool % gseuesIad :qu_..__ﬁ._uﬁ
ueunBuegusad
WEER)
ejoy/uziedngey| eloyumEdngEy unﬁ;.._._e.,._ﬂ:ni E:EEFEB&EE

uefiruamsy 2nd uebusuamay uendusaad ue W ond] UeeAEpisq
uBBUESYERd ond upekepuagquiad ueeuEyE|ad Lep .E_”.M._u uu
(SES|UOIRUS ueeuesyeEad UEp JapusD) ue FSEICIY EE”H”._E 3
UEp ISEUIDIDDY FSESIURIHUIS EBING B0y 1p|ELEnsnebus . ”M._“uuﬂ__ﬂﬁ____ d M.”.._u___”_a .
D00'E2Z #odd uE|ng pAuguesyepa)| uep ISEURIODY| D0F 262 100N | % 01 |DMY asejuasiad webaid| €| €| E| € Zi g LSy b L Es_n
L at Sl L £l Zl ki 0l & 2 L ”._F 5 ¥ SL=¢
[P ALE ML b ——
ueeba; weiboig ueunye] S Bajes URIESES
niieg pafe | qng .E-_Wuﬂ-u_.__ uejeiBay qng nied LT JOjEN|pU} weybnig ueBUESYEjRg 18fie ] jabie) UBMGES qng JojEy Py W

IYWNO Y.LOM

WYNY NYDNNONITEId Nva NYNdWTyad NYYAYOHIBWId SYNIO

indLno

ZZTOE NWNNHWVL ISHY YNYINIY NVHYENHId




EEZLGE il

ooz 20
s’ M
!
£y
WONW 1HY Nwoieriafsivny

ooz'szrzz du HYTANT ooz ezvzzr  du Y AT
jUoUoHe UED upod|  UBSEIENEY NERUD LED YEUE
Eﬁu uenduia sy fuepigp uendwased| Lep uEndwaied uebunpugad
jwouowe uep yued|  uesuesyeRd UBARERAUID, uepeyBunsad ﬁ:zﬂiﬁzﬁn
Buepige vendwasad| Ueliwdweplad (=0T UED JEPRRTY o it
medaped ueebooed) | uBp uEEfgey BT P Y ueeweinsuediua g I!.ﬂq” hia__u_ﬂ:!.n:ﬁri
o0z 'eTy PRS0 BALIEURE]IE | meyoapy| poz'eer'zel oy | %ol sSEWFIE - wieilloigd ;r.ﬂnai.hm__um LU Sy m!i.g.ll!.
1} 5l Fi El
FML EMLIEML L
nieg T mpmiBay gng ey | umeiBey gis nBe yefie | |iiBos iopEyipu| wesboug e eyEifiany qne sojeepu wbsEis UBIESES

rwinag YiOoH

MUY NYONNONITHIL NYO NYNdWIH3d NYVAYONIENIL SYNIO

Lndino

ZEOZ NNHYL ISMY YNYINIH NYHYENEI




SO0 Z E0566L SLOLG96L dIN

YONW MHY NYXYTIESA STTYNY

00F 228 80y HY AT 00¥ Zce 8au HYTINNT
UESEHEYEY
Wo/uB)edng HEDU() MEP YEUE
’ ? ﬁ..h uep uendwaisd
wybulL ip E1E0 ueBunpuipad
[ELLNC) BY0Y ueebequusay ieungy 204| Eues uveunbuequad
ip Japual gjep wepep ip sapuali mep|  weep uvendwarad
BAue|pesia) Z WEUE| YUY UEp JBpUas) efueipasial T .._Ehuu.wn.._.r”_“
fewing B0y | EloyuiEdnNgGEY uep jepuall meg ueleluay PELInE] Bty uep iap
P jeus weluoju)|  uelueuamay p yepdia) ejep uep sis|Buy ipyeue meusou|  veewesnsniebuad
UBp EJEP|YEUE UBp Jopual umesjusLiad ueejoabuag o uep BlEp qﬂuazuﬂ_-_mnu:_
oov'ZZe'ady | vewnyog | | efueipesig) CL |Elep veepedusd| pop'ZZE'edy | %0E efuEybuuap wseifioug b b UaLLIN¥og ugipasial | LRy LU
Ll ai Sl ¥l £l Zl 13 ol -] g L h._m._._._. S ¥ Gl=E [4
jEifiay PAML[EML[ZML |} iBa
o e . UEUTUEL | yen VRN | sibewns ueseses
noRd 1etiet Oqng JogeEypu) ueieioay ans nBed watie), JopEyipu| weBolg uBBUESYER] Jabie] jaliie ) ws Ons 0pEyIpU Y
IVWNG YLOM
WYNY NYSNOONITEId NYO NYNdWIH3d NYVAYOUIBNTd SYNIO
Lndino

ZEZOZ NNHYL ISHY YNYINIH NYHYENH3d




800 £ E0000Z
VR TR

HOLLBE JIN

BRI Hiuy UENENOE SEUY

gLiepad d
00F'9.0'8 HYIANT DOY'9.0'8 HYINNT
BN |
EIpa SlUer £ weue vep sepuall| uajedngey Weue uep sapuab
[SELLIOJUI Bipaw ue ISEULIOJL E1paELL UESRIGYEY
phAusipasia ] 0| Dusuamay eluBiposia) 2|  YEpu|l UED YEUE
tewng e 19| [P Eeg ue IBwng oy | uep EEEE&ﬁ
uswmed | | eep ueeleqgusiay | edeguaiay gjep ueebeguaay | vebunpuipad epes
wegep yeue jyoid LWE|ep weyep yeue |youd|  veunBuequiad
pAuunsnsia| q| NEUy UBD JBiLne phuunsnsia] 0| wejEp vendwasad
ewng ey p|  Japuas B0 1P HEUY HEWY pwing ejoy jp|  uzedepaguiad
eep usefequisiey|  EgeQ ue UBQ IBpUSE)| UBD FapUas ejep ueefegqueiay ugp Jepual
wejep| jEejuelsad | Yendia) ejeq| BleQ Waisis gipaw | eypaw swal g weep| vesweinsnebuad
Japuat o ugp pEEsuELad | ueejnebuad L gual | uswnyoag | Japush meud urEuEsyEjad
00¥'aL0'8 uaLLInRog | eluunsnsia) ‘e uelefuad|00y'oL0'e 408 eAuEyfiuusp e [ 4 uawnyog | eluunsnsial B ehupeybouan|
L1 gl 5l ¥l El Zl bl al B B | 4 g g SL=E Z I
uejeibay ueieBoy wieifinig PML[SAMLZML | 1ML uBUnye] ueeiiay :
niit ELTEY i SO s nied yabie] e e RS Wl e | ang JoyEipY sifiaiEns ueseses | oN
IYWNO YLOM
HYNY NYONNONITEId NYO NYNdWIN3d NYwAYOEIEN3d SYNIO

Andino
ZZ0Z NNHYL ISHY YNYINTE NvHYENY3d




¥00 € E0000E DEWDRLEL dIN

BNy __.%iﬁx&—i

oov¥'zze'e dy Hy e po¥'zZa's dy HyInnr
JELLING 810 BN B0 | UESEIGNEY YEpUR UED
1P yapual sep ip opual eep| yeue uep uendwasad
LBLUNNoD | efuBIpasa ] 1 L UL O] ehuEipasia ) ueBunpuipad
elos uenbuegusad
weep uendiasad
ueeARpuagLuad
[BWing Ejoy| B0x/usiedngey WeLUE Lep Japual 1RLLING) B 1P uep japuad
[P yeue weuuoju|  uefiveusmay 1p yepdial BiED wep sapuafs yeue [seuuoj)|  usewensniebuad
uvep ejep| wue uep Japusb uejeejuewad ElEp WaSE uep elEp UEBuEsyEiad
00F'Z28's dY | Uaiunyop | eAueipasia ] | ejep uesipafuad| oov'ZZee dd | %WSE efuieybuuap|  veejojaluag b L UELLINYO0 BALEIpaEIE ] shupeguiuap|
Ll al ¥l £l 2l Li [ B g1 & ] 5 L _ Z
uEyRIGaw wesboid P AMLIE MLIZ MLILE AL ueunye ] ueeibay
nifiey ELET i gl ugyeifiay gng niieg jafie | by wesfoig FE———TR [, UeMES | one sowpu s|GajalS UBIBSES
IYWNG Y10

IVINNG YLON MYNY NYONNONITE3d Nva NYNdWIE3d NYYAVOHIENSd SYNIO

Anding

Z20Z NNHYL ISHY YNYINIY NYHYENYS3d




BOEDRLGL dIN
WH NYM

¥ MHY NYAYTIESN STTVNY
0ce'se0’en dy HYWNe o56eR0'EE di H¥BNnT
Bueio
ueBueBepiad euepd fiusio
yepuy sebn) venjes uebuefepad suepd
injejaw vendwasad yepuy sebin uemes
wefunpued injejaw tendusisd
ueuede; gjpaiuad uelunpuipad yeuele)
efequia) seue eipahuad eiequia] sejue
veeweoay | Bupefol umenbuad Buuefal ueenbuad|
] efueebbuaasia) L I UBRLIEIEY ehueiebiuaamia)
veBunpujyad uendisasad
efn uenjes mouERdngeEy uebunpuipad
imejaw undwaled weBueuamay sefin) uemes
veBunpupad uendusaad jmjepe undusasad
ueuefie| eipaiuad uebunpujad uebunpuiped uslieie]
eBequia ejue|  uesede| eipaiuad eipaduad eiequa) e
UBrLEDaY Bupelal unenfiuad efieqia) ejue Buuelal _._u_u:n:u____
p56'688'0) dy L edugsebbuajosia)| Buvelsl ueenbuad L L |uemewesay efueiebiustasia ) pam—
uendusaed eoyuaiedngey HEQUI) UEp yeuE
dEPeYD] UBSEIaYDY yeseQ uep uendweaiad
veyefaoved| dnybuy vendwaiad uebunpupad
uejeifiay uBp| depewyia) UBSEIBNEY . igrdwasad| epas veunbueguad
wesbod ‘uveyelgey ueyehasuad depeysat ussesayay|  weep vendwasad
UEEUESYEad uegebay veyebasuad uepebiay ueelepuagiiad
ISESIUOIYIS uep welbosd uep weiboxd ‘uzyefigay uep sapuab
UER SeUpIo0Y | 'Ueyeligey eussye|ad pendwasad feqg|  vendiuasag ueeuesyead iseswons|  veswensuebuad
HS2U UsLInyop ISESIUONUIS ueBunpuipad|  webunpuipsd LB [SEUpIO0Y IS8y . ueeuesye|ad
000004 ZL dy | uewiniop £ efuBipasa | UED ISEHPIOOY | 055'680'68 OH | %02 efupeyBuuapy weslkoug 1 T £ UBLINYop | UsWwnyop BAUBIpSSIaL ehueBuiapy
Ll al 5k ¥l =50 Z. Ll o 16 le]:fl® g ¥ Gi=t z !
7 AALE ALE ML AL
nfed e n::ﬂuﬁ”nw_!_ ueeibay gng nieg fatiie L ”__-E_m”ﬂm B e tﬂﬁhﬂh uenjes | uemeibiay gng smEgpy) | siBxens veeses | oN

IVINNG YLOM

IVANG YLON MYNY NYONNONITEId NYO NYNdWINTd NYWAYONIBNId SYNIO

lndinog

ZZOZ NNHYL ISHY YNYINTH NYHVENYI




S00 £ #0900 STHOELET "dIN

000004 2L

HYTANr

— ESEaRaY
¥EpUI UED YEUE
uep vendwosad

webunpuped |
EUes
ejoyuaipdngey|  ueunBusguwed
ejoy/uajedngey| ejoyuedngey E_w“.__ .___ _.E.___EFMHM
uebeuamay yeue|  ueBuBuamay i useiepiaguisd
depetusl ussesayey| WU depetua UBSEIEYEY “
e Banuad LESEIaYEY veyefisouad uap hﬂ%._ h
FEESILOINUS ueyedasuad uendwated Beg|  vendweuad [SESIIOMYWE UER -E.HP._HE o
uep leuIOCY sey|  ISESIUQIYUIS ueBunpuuad| ueBunpuiad imanangnii [lrssost s
000001 'ZL USLINYOP § USLUMOP YBILINT|  UEp ISEUIRI00Y| 000 004 2L %02 eAuEyBuiLagy wiesBoid L Z £ UBLINYOp | USLLINYOP YERUNP yeyBun
It ol ) [ £t Z1 m 0l [ [ .ﬂp S 12 Sl=% < :
FMLEMLIZML ] uepeifiay
wmitioid | ¥ AL Lt UelniE | 5 fiajens umeses
nfieq jatiie ] ﬂ_mqs_ﬂr || umeitas ans nBed BOEL | o weibaig P whiey | "TTS | angomewipul ﬂ_ =
NG ¥.LON
YNNG VLONM MYNY NVONNONITE3d NYD NYNdWIH3d NYVAVORISNId SYNIO
inding

ZZ0Z NAHVL IEWY YNVINIE NYHYBNE3d




BOO £ |DS00E FLO0LLEL dIN

E INMA
= &m
WO [THY Nvd L NYENYIEN SITYNY

[ZEZZ'OLLGEY' Y HY T ZZZ OLL'GST'Y He T
e i
4 e EDUI HED HEUE
:l_._n.n-m._ﬂ yEp usndilsied
z USLINKOQ | U8 LoD Lejwnr ueBunpuipad
umnye;| epsan ueunBuegusd
Qed3iS UnyE] Jue

000'$SL'0L . urryE Jigye | uebuensy uelode| yeue ueBunpusd| ejoyusiEdngEd| 5 1yye :-WEL._EI ween unduwased
umiwryeg | urBuenay Lziods| uslneniusd uep uendiased yeiaeq = uzeiepiagwad
£| Usiineop Yspunr|  UEQ [SEUIRGSY ueehepuagLEd LELiLaLIE Z UBLINAE] | USWIROR WERLNT uep sapuali
. NSY Buepig yejuawsd UBSNM A HEY cnmEEE._.nEH
b= uebiuefunl UBp|NEy ueluelun Jep uesnun Buefunusd Guejunuad| € | F | * | £ :mwwa:w_.._.r uep :uﬂﬂ_._-__ri

uEng pL| feo efuepenm)| el ueeipafued| ZEZ'OLLGSH'Y | SLO0L DSEjUEEIB] ueiBos ¥l using| ED IpEsia) ULy

Et 43 T (TS B 8 E=L 5 B N Zi=8 3 oL =€ Z
L | AL (L] Al [ ML | weunye) ugjEiban
nfie welie.  JuejeiBey soyipy) | umieiSay gng niied ey | o uE.EH_._OE r—— webolg = ] e ong IoENIpL| HBeis ueiee

IVINNG WLOMW
WYNY NYONNONTIHID Nvd NYNdWIH3d NYATOHIENI SvNId
EE0E NNHYTL ISHY YNYIHNIH NYHYBNYI




¢C0C NNMHV L

VIdANDI NVIINVId3dd NVHVANYAd
[4VAd NVNNHV.L VIYINDI VNVONTY



Il NO135S4




200 Z £09861 6250896} dIN
IS "N "INMS "YNSY |

‘\%ﬂ -
VIvd3IN
220z J18qopiQ L fewng

(3dY) ehesdess
00E¥ 000% 0./8€ Z98¢ 181€ ZLsZ eliyeed yeibnuy ueiedeousad JOXS
006 0s8 008 05/ 004 0S8 Neuy yeAeT ejoy uetedeouad JONS|  eeseisyay yepul LEP YEUE
yepuejs iensas npedis)| uep uendwssad uebunpuiped
ueuedejad yun WeEPRIP Uneus) epas ueunBueguwad wejep
sefimad yajo uenpebuad ueuebueuad uendwaiad ueefepiaguwad
\edepuai Buek uesesayey ueqioy| uep sepusb ueewejnsnebuad
GE g6 S8 G6 G6 L6 yeue uep uendwaisad uednye) ueeuesyejad efueybuiuspy| |
9z20C GZ0Z 202 £202 A4 LE20Z _
1obie | iojeyipuj sibajess ueleseg ON
2202 NNHVYL

IVIANNG Y.LOM XYNY NYONNONITE3d NvYa NYNdWIH3d NYYAYAH38N3d SYNID

NYNNHYL Va3 YNYONIY NYHYENH3d




1l NO13SS3



S00 ¢ €09961 0E605961 "dIN
IS'W 'HS 'INYYMNS

SIHV1IHUNIS
ZZoz JeqopQ L 'rewng

uEsEIaYaY HEPUIN UEP YEUE UBp
uendwasad uebunpuipad epas
uveunBuequwed wejep uendwaiad
ueefepiaquad uep Japuab

gjox/usledngey| ueeweinsnuebusd ueeuesyejad
001 % yeseep yeluuewad uesrun Buelunuad asejuesiad efujeyBuiuayy : ueiesesg
S L4 3 z !
‘0
ZZ0Z ueunye| 1ebie) uenjes (awoang) wesboid Jojeyipu| siDejel}S UBIESES N
Z220Z NNHY1L

IYINNG VLOX MYNY NYONNANITE3d NYA NYNdINTE3d NvYAVOY3EN3d SYNIO

I NOT383
NVYNNHVL VIrE3NIY YNVYONIY NYHYENY3d




¥00 € E00661 0EBDS96L dIN
INVAHNAS Idd3H &Bid

___yrrngf

AVNY NVQ H3AN3O ISYIWHOLNI NYa Y.iva
ONVAIE V1vd3IA

€20z J8qopjQ L 'lewng

ewng
E)0Y Ip Yeue uep Japuab ejep edueipasia] -
fewng
2j0y Ip ejep ueebeqwejey Weep Yeue uep
sspuab yepdie) ejep ueifefuad uep sisijeue
ueyeobuad'ueindwnbuad efueuesyepa)] -

uBsSEIaYaY Yepull uep yeue uep uendwaiad

IBLUNQ B0 Ip jeuy uep Japuag) ueBunpuiped epep ueunBuequwed wejep ueefepiagwad uep
pe ke yejdia) ejeq ueleejuewad eAuiexbuuayy - | Jspuso ueewejnsnieBuad eAueuesyejed eAuieybuluayy : ueleseg
(¥) (€) (2) B (1) -

TAANTA
nmﬁmﬂ uenies ( swooinQ) weiboud Jojexipu sibajeng ueieses
i
ZZ0Z NNHV L

IVINNG V.LOX MYNY NYONNONITE3d NVO NVNdW3Y3d NYVYAVOR3EN3d SYNIA

Il NOT3S3
NYNNHVYL YIrE3NIM YNYIONIY NYHYEN:3d




L00 € L 16861 22016961 dIN
INMS 'THVANI

VOHVYNIIN NYNVYHY.LIX NYA NYNdW3¥3d dNaiH
SYLIIVNA NYLYHONINId ONVAIE YIVdIN

€20z 18qopip L 'lewng

1

T e

uesela)ay yepun uep yeue uep uendwsased uebunpuiped eyas
ueunbBuequwed wejep uendwasad ueelepiaquad uep Japusb
'3 % _lewn( ejoy Ip OdY asejuasiad elujeyBuiuapy ueewensniebuad ueeuesyejad eAuieybuiua)y : ueseses
() (e () (1)
220g
:u,mm_ﬁ!:“m._. uenjes (awoonQ) weiboid Joyexipu| SRoEiS ueseseg
I el o o
- ZZ0Z NNHV L
IVINNG VLOM MVYNVY NYONNONITEId NVO NYNdW3H3d NYVYAVOX3EW3d SYNIO
Hl NOT13S3

NYNNHVYL Yra3NIY YNYONIY NYHVYBNy3d




LOO Z L 18861 ¥L¥08961 dIN
day 'S 'NvIng 184S

ey

AYNY NYONNANITY3d Nvad
AVYNY MVH NYHNNIWNId ONVAI8 YIVdIA

€Z0Z 48qop0 L 1Bwng

ueselayay yepuil} uep ¥eue uep uendwaisad
ueBunpuipad epss ueunbBuequad wejep uendwaled
ueelepiagwad uep Jepuab ueewensrnuebuad
0S54 Sle} 1 yeuy yede eloy Joys ueieded efujeyBuiuapy ueeuesyejad efujeyBuiua)y : ueseses
(¥) (€) (@) ] B (1)
TAAN A
:_mm_._mduwp uemes , (swosinQ) weibold Joiexipu SORIRAG UeIBS

Z20Z NNHY L

IYINNG Y.LOM MYNY NYONNONITH3d NvA NYNdINZY3d NYYAVAY3IEN3d SYNIO

il NOT13S3

NVNNHVL YIHE3NIYM YNYONIY NYHYENY3d




€00 | 08661 Z0¥06.61 dIN
SN S TANAHYM NY Y|

NYNdNTH3d A VONNANITE3d ONYAIE VIvd3H

€0Z J2qopi0 L lewng

)4 % ~ YBue snsnyy uebunpuipad mhc“mxm:_:mq__ )
ueeselseyay ¥epul Uep yeue uep uendwsaled uebunpuiped
epyas ueunbueqwed weep uendwsiad ueefepiaquad Uep
L oz % . uendwaisad 6eq uebunpuipad eAujeybuluely Jepuab :mmEﬁE@mm:ma ueeuesyeled efujeybuiualy : ueleses
W (€) @ (1)
2202
ueunye| uenjes (BWORING) WEIBOIY JOIENPU| sibajels ueieses
jebue) i | B |
€20Z NNHY L
IVINNG Y.LOM YNV NVONNANITH3d NVA NYNdWIHId NYVAYOH3IBNId SYNIA
Il NOT383

NYNMHYL ¥IE3NIY YNYONIY NYHYENE3d




Al NO13SS3




L00 € L0S00Z #2508.61 dIN
WMS ALISNSNY YIYYIYd

%\

Ydddd LdN vVvd3A

220z J8qopiQ /L 'lewng

UBESEISYaY Yepul} uep yeue uep uendwsiad
snsnyy ueBunpuipad ueynawaw ueBunpuipad epes ueunBuequwed wejep uendwaiad ueeAepiaquad
\Z SNSEY Buek yeue 16eq jeyeiedsew ueenpebuad yejwnr uep Jepuab ueewensniebuad ueeuesyejed eAujexBuluapy
() (&) B @) - ) . i
[AA A
sibejesig ueieses
:M.m_“uw._. UENjes uejeibay qng eliaury Jojeyipu| s

IVINNG Y.LOM MYNY NYONNANITH3d NYA NVNdNIY3d NYYAVOHIENId SYNID
1ndino
ZZ0Z NNHYL NVYNNHVYL YrE3NIY YNYONIY NVHYENE3d




£L10 T #0900Z SZL0086T "dIN
NWY ‘TINVIINA OX3 1153y

dddd %._. 2vadns vivd3aA

v

270z J8qopo £ "lewng

7 snsnyy uebunpuiuad veynpEwLWw

uesesayay yepun Hep
yeue uep uendwasad uebunpuipad euas ueunbuequad wejep uendwaiad

1z snsey BueA yeue 16eq jeyesedsew uenpebuad yepwun( ueeAepiaquiad uep sapuab ueewensniebuad ueeuesyejad eAulexBuILBW
() (€) () (1)
o sibajes}s ueieses
HeUIUBL | uemyeg uejeBay qns elioupy 103U
1=2bae] I—|
TTOZ NNHYL

IVWNG VLM MVNY NYONNANITH3d NVA NVNdW3¥3d NVVAYQHIEW3d SYNIQ

1nd1no

NVNNHVL VCHINII VNVONIY NVHVENY3d




120 T ¥0000Z LELOLLGL dIN

gay "IL 'S r_.-._______zw.u_ nr

YHYSN Y.LV 2%88NSYAH

eAuwe veunbueq neje snuey Gunpal Gunynpusd

i

Fd | ugjng puRiEsEld UED BURIES [SEIIGELSUBRIB|# WS BAUBDasIa L
zl uEng pAUIE] WSaLW UEp UREEmd ueRIBUjRWe BAURIPSSIS L El
uefiuede| neje rRuciseiado SRR UeRiapuay UBuEYad
ZL uE|ng uep ‘Nefed ‘uemepEwsd sheg ‘uesieynawed esel elueipasial Zl
ueieqel sewin uemiapuay neje seup uebueioad vesiEpuay
Zl uEng yEfed uep uesisgiawad edeg ‘ueeeyyswad esef efusipasia ) Ll
Zl ugng Jojuey wnun ueweisEd esel eluepasis ] [+
Zi ue|ng HUiSH UED HE BAep Jaquins seiunoy ese] sAuepasial €
Zi ugjng jmAumiu jeins esel ueeipaiuad slusuEsyEpeL £
Zi UEng ClcidS ISENNSUOY uep iseupooy (Bdel efusiebbuaiesial L
Zl uB|ng ueBuspun-fuepuraed urimeisd uep ueeseq ueyeq eluepasia ] g
Zi uBng ueepurbfuad uep yEle0 Bueieq usyningay Blumpesie] g
! UE[ng aojuEy Yisibo) ueyeq riumpasial r
Zl usmg pbluel yewiny ueEead sAuspasial £
zZl usjng JOWEY SiN) jEle ueyningey elumpasial |  ueseiaysy ¥EpULL UBp Xeuy uEp uehdwalag ueBunpulpad 4
gpas usunfuequis ] WeEep uendwaiad ueslepiagLLad
Zl ug|ng Jojuey veunbuen uefiueiauad/yu)s) usuodwioy efuBipasial| UBp JapusD uepwEnsueBuad ussussyead edumeybuuap i
is) (#) ] (z) 0
4174 oM
& UEIEEE
—— UBEMES umeifiay qng JojEpLU| iGayeng ]

IYNNT YLOH

WYNY NYONNONTH3d NYQO NYNJINSH3d NvWAYOE3aW3d SYNIO
Al NOTISST 2202 NNHYL NYNNHYL ¥THIND YNYINIE NVHYENHZ




(Laf)
NLNALYAL TYNOISHONNA NV.LVaVI



LO0 € LOZEE6L 6220

Yanin MmHY YNvONIY3d

Lawnyoq £ Wi UBD | W “Hd USWNK{op Yepnr
QOdO ebaury [sesijeal JESHHU UBR
Lawunyoea 2 eliaun ueeded Uelode UaLLNYOP Yejun®
uawnyog | 0d¥S ¥d( Ueyegruad uawnyop Yejunp
ualunyod | Od¥S YdO uswnyop yejwng
UBSEIENaY
UBsLunyo | 0dMS ¥y usyegruad uslunyop yejne Wepun Uep yeue uep uendwsied
uebunpuiped epss veunBuequad
uswnyog | QdAHS VXY Usiunyop yejunr welep Lendwased ueeiepiequad
yslaEp uep Jepuab ueewensruefuad
uawnyog Z jeyBusied useusauelad USWINKOP UBpLN uesuesyejad efujenbuiuey @ ueseses
El %5 [ 3
Zzoz veunye] jefie) ueeiBay qns Joiesipu) sifajens ueieses ON

£C0Z NNHYL

YNNG Y10 HYNY NYONNANITE3d NYQ NYNdWIH3d NYYAYOH3BN3d SYNID
NYNNHYL ¥THIND YNYONIY NYHYENEE




B0OO £ LOG00E P190.061 diN

3S 'WA13IM INNA

s

YaNW NHY HYd3va NYJ LYSNd NYDNYN3A SITYNY

¥ UBsBIaxay
uswinyog g ISESUBJUaALI LEOdE] USWINYOP Yewnp wEDUL e NeUs Uep LEndinasnd
unue) Jude| yefunpuped eues ueunbueqed
uslumiad 2 ueBuenay ussode) USWNYOP YBIWNT | weep uendweased ueelepiaquad
uep jpuab ueswensruebuad
ueing vl NSy ueBuelun) uep fec) eduepasia] ueeuesyeied eAujeybuuay
2 £ Z
zzoz veunye 1ebe) uejeibey qns Joiexipu sifielens ueseses

IYWNQ Y10M

HYNY NYONNONMHId NYA NYNdW3N3d NyVAYOHIENd SYNIT

ZZOZ NYNNHYL YTHINIY YNYONIY NYHYBNY3d




G00 2 £05661 SL0L696L 'dIN

LI

J

EPNI [|UYy uexefigay sieuy

UBSEISYSY Hepul} Uep yeue uep uendwaied

I uawnyog lewngq ejoy ip Jepuab ejep eAuel =18
R P e uebunpuiped epss ueunbueqwad wejep uendwasad ueefepiequad
| uawnyog |BLUNE] B10Y Ip YEue ISeuuojul uep ejep efueipasia] uep Jepusb ueewensmuebued ueeuesyejad eAuieybuiuepy
(¥) (€) (@) (1)
zZoe
:Hhﬂ.._“.._. uemes uejeibay| qng efiaury Jojexipuj siPeeng uBIRsEg

ZZ0Z NNHYL

IVINNG V.LOM MYNY NVONNANITE3d NVO NYNdW3¥3d NYVAYONIEN3d SYNID

1Nd1no

NYNNHVL VIrE3NIY YNYONIE NYHVENH3d




900 Z £0000Z 8ZL0LL6L dIN
PV ‘ILYAVINNG I1Y¥S

EpN liUy uexeligs)y sieuy

ZZ0z JeqopQ L tewng

_ﬂ

£ elpaw siuap | JEUE UBp Japuab ISsewojul eipaw eAueipasia]
lewn( ejoy p

I uswnyog ejep ueeBequwa|ay wejep yeue jyoid efuunsnsial oy i A
lewng 1oy 1p ejep | uebunpuiied epes ueunbuequiad wejep uenduwisied ueefepiaquad
b uswinyog ueeBequwsa|ey wejep Japuab |yoid eAuunsnsia) uep Jepusb ueewejnsniebuad ueeuesyejad eAujeyBuiuap

(¥) (€) - @ 0

zzoz
e
:HMM... UsES uejeibay efiaury 101e)|pU| sibajeng ueieses

IVIWNGA V.LOM YNV NYONNANITEId Nva NVNdNIH3d NYVAYAH38N3d SYNID

1NdLno

ZZ0Z NNHYL NYNNHVL VME3NIY YNYINIH NYHVEN™3d




00 € £0000Z OEPOBLEL dIN

WS "HVYATALId VNNV NV

w7

PN 1Yy ueyeligay uexeligay sieuy

lewng uBselaNay ¥EpUI] Lep yeue uep uendwsasad uebunpuipad
1 uawnyoq BIOY Ip YBUE ISBLLIOJUI UEp Blep eAuBipasia] 'q epas ueunbuequwad wejep uendwsasad ueefepiaquiead
L ~ uswmjog lewngq ejoxip Jjepusb ejep eAuepesial e uep sepuab ueewejnsniebuad ueeuesyejed eAueyBuiuapy

(%) (€) (2) | . (1)
Zzoz i
uele
:w%muu”._. uemesg uejeiBay gng eliaury 101eyipu| SIDNEAS SEes
I 1

IYINNA YLOXM MYNY NYONNANITHId NYA NYNdWIH3d NYVYAYOH3IEWN3d SYNIQ
1ndino
ZZ0Z NNHYL NYNNHV.L VrY3NIY YNVYINIY NYHYENY3d




#00 7 E0E66T 97806961 "dIN
WS "YVAINIVIWSNA IM3a

4

YN INHY NI STTYNY

yesseq 1eybueiad yninjasip Dudd Jnseuus)
001 %Y ONd ueeuesyejad uebujdwepuad asejuasiad 'q uesesaxay yepun Lep yeue uep uendwaiad
e103/uatedngey uebueuamay ond ueeuesyead uebunpuipad epes ueunbuequiad wejep uendwassd ueeAepiaquiad
rq! uejng [SESIUOIYUIS Uep |SeuIpiooy eAueuesyelaa)l ‘e uep Jopuab :mmEﬂszmmzmn ueeuesyejed eAuyeybuiudly
() (€) @ G
(444 _ e
obiey | Uemes ueeiboy qns eLIduN J03BNIPU] R M —

IVIWNG V.LOM VNV NVONNANITHId NVA NVNdWIY3d NYVAVANIGW3d SYNIQ
1ndino
ZTOT NNHYL NYNNHVL VCIINDI YNYONIH




110 € +0900¢ Z0TIZL6T “dIN

VANW I'HY NYAYIE3A STIVNY

_ uesesa%ay yepun uep yeue uep uendwasad
lwouoya uep yuod Buepiqip uendwased | ueBunpuipad epasueunbuequiad wejep uendwasad ueedeplaquwad

F ] ueleLeIay _ isedisiued ueeybuiuad |sesiieisos efueuesyepa ) _ uep Jsapuab :mmEﬂ_szmm_._m.n :mm:mlmu_mmwn eAuyeyBuIualy
(k) (€) | (@) (D
:mn..m_.ﬂ_ﬂm._. sibajenls ueieses
Jobie) uenjes uejeibay qns eliauny Jo3exypul

IVIWNGA VLON VNV NVONNANITE3d NVA NVNdWIH3d NYVAVA¥IEW3d SYNIA
1ndino
ZT0Z NNHYL NYNNHYL VCAINIY VYNVONIY NVHVENY3d



#00 Z TOS00Z E211Z861 “dIN
WS "UNNITANYYA VI TVINY

VaNW TIHY TIOIVOIE3Y STIVNY

Was seysedey ueyieybuiusw weep

uesesayay yepun Uep yeue uep uendwalad
uebunpuipad euss ueunbequad wejep uendwasad ueedepiaquwad

rd uejeibay 3 uebuequebued eAueuesyepa) uep sapuab ueewejnsniebuad ueeuesyejad eiuebulualy
) (€) B (@) (1) 1§
[4 4 r AN
| uemes | ueeiBay qns elioun| o3eipuT Sioeas ueiews

IVIWNG VLOX NVNV NVONNANITH3d NVA NVNdW3¥3d NYVAVAQHIEW3d SYNIQ

1ndino

CZ0Z NNHV.L TYNOISONNA NVLVEVL NVNNHV.L VRAININ VNVONIH NVHVENH3d




100 Z LOv66L 22219961 dIN
ILVYINYNS B0

Yanw NMHY TvISOS HNNAN3d
ZZ0T J2gqopO L tewnq

(v11) ¥eue yeke| iseuuojul uejenbuad eAueiebbuajesia) ¢ UBSEISHSY YEPUI} LUED YEUR UEP
1 Bueso uendwased uebunpuiped epes ueunbuequwad
or BueiQ WeLvd ueeuiquad uep isexydes eAuesebbusiesial 'L wejep uendwsaiad ueelepiagwad uep Japuab
o ueewensriebuad ueeuesyead efujeybuiusiy
(¥) (€) (@) (1)
FAAIA
ueunye sib
obioy | Uemes uejeiBay eLaury J03ENIPUY| bejens UBIESES

ZZOZ NNHVYL

IVIANG Y.1OM MYNY NVONNGNITE3d Nva NYNdINTHId NYVAVORIENId SYNID

1Ndino
NYNNHYL VrE3NIY YNYONIH NvHVENY3d




LI0Z LOOLOZ ELEQSLBL dIN
WY ANNYIT ap

vanw iH HNINAN3d

_— - — —_— —_— R — — — H - —

yEeuy Wnio4
injejaw yeue dnpiy seyjeny uejeybuiuad
ueuBAR| jeuy Wnio4 INjejaw yeue

gL | yeuy wnio4 | dnpiy seyeny uejeyBuiuad edueiebbusjesia]l 'q uEsSEISYSY Yepul Uep yeue uep uendwalsad

ebien|ay ueieleaquad ueBunpuipad epas ueunBuequad wejep uendwasad uveefepiaqued

Gl ey 1esnd ueuefejad eAuesebbuslesia)] & uep sepuab ueewejnsniebuad ueeuesiyejed efujeyBuiuspy

() e | (@ ) . (1) i
rA 414 .
sibajens uese
cwﬁuwh e ugjeibay qng eliaury Joeyipu : BRI

IVINNG Y.LOM MYNY NYONNANITE3d NV NYNdWIH3d NYVAVORIEIN3d SYNIT
1ndino
2Z0Z NNHY.L NYNNHVYL VrPE3NIY YNYONIY NYHYENH3d




400 T 10S00T 8L¥08.L6) dIN

WY W dey's THYS YIVINGH SN

Yanw NMHY 1viSOS HNTNANSd
4 ZZ0EZ Jeqop( £ 'lewng

yeuy sede| uejeweoey Isejuswaidw!
F ueelwesey | uemedeousd  jedes  edusieBBusiesie) g
yEUY yEAE| E10Y E6M
Buein snBnb 1seupiooy edes efusiebbusiesial € UBBSEIEHEY
5% wepun uep yeue uep uendwsased ueBunpuied eues
yEue yeunbuegwad weep vendwasad ueefepieguwsd uep
0z ebequs| yewes Buek ebeqwen efuesebbusiessial | japuab ueewensruebuad ueevesyeRd eAulesBuILal
| (v (€) () (1)
ZZoz veunyey jabue) uenjeg ueje|Bay gns JoleNipu| sibajeng ueieses
ZZ0Z NNHYL

IVINNG YLOM MYNY NYONNONITEEd NYa NYNdW3¥3d NYVAYOH3IEN3d SYNIO

indino
NYNMHYL YrE3INIY YNYONIH NYHVENYE3d




500 ¢ #0900 9Z806.61 dIN

IS'TN S0S LINSY INHMN

N4

VAN NMHY NYIYTIE3A SITYNY

ejoy/uajedngey
uebueuamay yeue depelis) ueselayay ueyebaouad

ueselaxay yepun Lep yeue uep uendwaiad |
uebunpuipad epesueunbuequad wejep uendwasad ueedepiaquad
uep Jopuab ueeweynsniebuad ueeuesye|ad eAupebuiualy

£ uawunyop ISESIUOIYIS UEP ISEUIPIONY |ISBY USWIN}op yejunr
ot
sl el ueleseg
:Wu_.,_u.._w.... uenes uejeibay qns eliauny Jo3eyipul 1Bajens

IVINNG VLOM MYNY NYONNONITE3d NYa NYNdWI¥3d NYVYAVYOH38N3d SYNIO

1Ndino

ZZ0Z NNHYL NYNNHYL YrE3NiYM YNYONIY NYHYENy3d




VAN NMHY NYAYTIE3N SITVYNY

Bueso uebuebepiad

euepid yepuy sebn) uenjes injgjaw uendwsasad uebBunpuled ueuele|

vendwsasad

uesEIaay Yepul Uep yeue
uep uendwasad uebunpuiped
epasueunbueqwad we|ep
uendwalad ueefepisquiad
uep Jepuab ueewejnsruebuad
ueeuesyejed efuiesbuiusp

1)

2 ugjeleday eipafuad ebequwan Jelue Buuelsl uejenbuad eAueiebbusiesial -
_ Buelo ueBuebepsad euepid yepuny sebny uemes uep uendwaiad
| ueBunpuiped sebn} uenjes injejaw uendws.ad ueBunpuiped ueuele|
l UBjELIBDS) eipafued ebequen sejue Buuelal uejenbuad efueseBBuslesial -
depeys) uesessyay ueyebaoued uejeibey uep weibosd ‘uexeligay
i £ uawnyop ueeuesye[ad ISESILOHUIS UEP ISBUIPIOOY |ISBY USWNyop eAuBIpasia]
(%) d (€) i (2)
ZzZoz
ueunye
vobuny~ | uemes uejeiBay qng elieury Joyeyipul

sibajes)s ueieses

IVINNG V.LOM YYNY NYONNONIH3d NV NYNdINIYId NYVAVAEIBNEd SYNIQ

indino

ZZ0Z NNHYL NYNNHYL ¥ra3NI YNYON3Y NvHYENY3d




TT0ZZTEQOZS0B0SL6T dIN
9 S TLaVIWVHSI SN

Yan I'HY (1834 STTYNY

ejo/usjedngey uebueuamay ueSEI}SY Hepun Lep yeue
snsnyy uebunpuipad uexnyawai Gued yeue ueuele| uep uendwasad uebunpuipad euas ueunbuequiad
eipaAuad ebequa| eAep Jaquins seyisedey uejeybujuad wejep uendwasad ueedepiaquad uep J2pusb
_ g USLNYo ISES|UOLUIS UBP [SRUIPIOOY ISBY USLIMYOP Yejwung mmmEmﬁﬁEmm:m_n =mm=ﬂmm_mu eAuyexbuiuaiy
“ (i) . (€) (2) 43)
zzoz
e uenjes uejeiba) qns eliouny J03eHIpUT SIBIRNG UeNENS

IVWNA YLOX XYNY NYONNANITH3Id NVA NVNdWIH3d NYVAVAY3IEiW3d SVYNIQ
indino
TTOZ NNHYL NVYNNHVYL VOIINDI VNVONIY NYHYENY3d




ZZ0Z NNHV.L
VISANDI NVIINVddd NVHVANYAd IIVd

ISMV VNVIONHY VIVIYAd ISVII'TIVAA



(D) efeadeyz
BB
yesabnuy
seugeeday | z'iz1 | s'zesc Z'IZL g'Zogt (gie | inia# [/ e 0 0 0 £RTE uejedealag JoNg
wEUY yede oy
seuig mEday | 001 geol | lwAios 0 0 InAIa# b 5'001 S'E0L D01 [ noe ueredeausy Jons
L=t i
[ENgEs Npedia] UBSEIIgny
usueied|  yepUi| UEp jEuy
U] LD uep usnduwaied
uneya| sefnjag ueBunpuij=g
ya|0 uenpebuad|eyes veunbueguuay
ueueBueuad| wemep uenduss,|
jedepuspy ueeiepiagiuE.|
Bue,, uesE@Fy UEp Mplan
ueeoy ¥ewy| ueewemnsnieBuagy
uep Uendiwssey UBELESHES
seui] ejeday | £'C0L S0 £'501 R0l WEE £ 501 oA £'50L 008 W55 058 W5E uednyen whueyBuusyy
oz {i18] £-T4] FI8] {-T4] (1) trid FA Y] fhil (o) (5] (=) 1] (el {z1
% seseay | iefiel % e % rsesyeay | jebie) jabig] "
qemer ZEZOT unye )y uELnye] ueseses juening !
BunBueuag | | isesyesy P Z umnmiL e owypu | SiBEAS uRESES
isesjEay | iabue ]

MYNY NYSNNONITEId NYD NYNdWINId NYYAYOHIBWNId SYNIO

ZTOT NNHYL ¥rEInNiY NYIrNYrEad NYHYBNEId [MYa IBXY YNYINITH VIVHEEE ISYNTYAI



user
Typewritten text
0

user
Typewritten text
0

user
Typewritten text
0

user
Typewritten text
0

user
Typewritten text
0

user
Typewritten text
0


(11
VINV.LN VIIANDI HOLVIIANI



PEMERINTAH KOTA DUMAI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
J1. Putri Tujuh Komplek Rumah Dinas Pemerintah Kota Dumai

DUMALI - RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
Nomor : 20/SK/DPPPA/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

WALIKOTA DUMAI

Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan kepada
Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan
pembangunan daerah berdasarkan jangka waktu perencanaan yang telah
ditetapkan . Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu menyusun
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Dumai yang selaras dengan Indikator Kinerja
Daerah;

b.  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Dumati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 4419);

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6.  Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

8.  Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Riau;



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

9.  Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan Anak;

10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor
4 Seri E);

12.  Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;

13.  Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di
Kota Dumai;

14.  Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak kelas A
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Dumai;

15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 22 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG INDIKATOR KINERJA

UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

: Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak Kota Dumai, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran
ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan int,

merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai untuk menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana
Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Dumai 2021-2026.

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan

KEDUA, disusun dengan mengacu kepada kewenangan, tugas, pokok dan
fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah.



KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimaa mestinya
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal, 16 September 2021

An. WALIKOTA DUMALI,
Pit. KEPALA

Ir. ZULKARNAIN M.Si
NIP. 19670123 199312 1 001
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